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NOTADINAS 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 
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pizjl\k~n k~ Prs:>maiv Pascasarja.I}.a.lJ!N. Spn~n.K~lij~g~ untu\<: piujikan dalam Ujian 
Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama 
Islam. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 
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Judul Disertasi 

Penulis 
NIM. 

ABSTRAK 

: REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM: Kajian Tentang 
Pandangan Ulama Terhadap ~Gagasan Penegakan Syariat 
Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan 

: Ahmad Faisal, M. Ag 
: 01. 300. 006 

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, ternyata berdampak pada terjadinya 
perubahan atas politik Islam. Munculnya keinginan beberapa daerah termasuk Sulawesi 
Selatan untuk memberlakukan syariat Islam dapat dijadikan salah satu indikator 
terjadinya perubahan yang dimaksud. Di Sulawesi Selatan, gagasan seperti itu 
digulirkan oleh KPPSI. Sebagai wacana keagamaan, seharusnya gagasan itu direspon 
secara positif oleh ulama sebagai kelompok elit masyarakat. Muslim. Tetapi 
kenyataannya ulama sendiri tampak kurang apresiatif terhadap gagasan tersebut. 
Persoalannya, mengapa gagasan penegakan syariat Islam itu muncul dan bagaimana 
peta pemikiran ulama terhadap gagasan itu? Untuk menjawab permasalahan itulah, 
penelitian ini dilakukan 

Penelitian ini dilakukan dengan interview, observasi non-partisipant dan studi 
dokumenter. Interview mendalam dilakukan terhadap pengurus/aktivis KPPSI dan para 
ulama yang diakui ketokohannya di Sulawesi Selatan. Observasi untuk mengamati 
kegiatan KPPSI dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan tersebut serta studi 
dokumenter untuk menggali informasi dari dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan 
lainnya yang relevan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. 

Dari analisa terhadap data tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut: 

Ide awal gagasan penegakan syariat Islam secara formal dan kaffah oleh KPPSI 
diilhami oleh peristiwa politik diberikannya status Otonomi Khusus Pemberlakuan 
Syariat Islam bagi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kenyataan bahwa secara historis 
di daerah ini pernah diterapkan syariat Islam dan secara sosiologis 87, 46 % 
penduduknya adalah Muslim serta pada saat yang bersamaan sistem yang diberlakukan 
sekarang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah umat, oleh para pendukungnya 
dijadikan alasan pembenar bagi tuntutannya itu. Akan tetapi, dalam perkembangannya 
tampak bahwa gagasan itu kurang dipikirkan secara matang, tanpa konsep yang jelas, 
manajemen yang kurang baik dan sosialisasi yang tidak memadai. Bagi para 
pendukungnya, KPPSI sendiri dijadikan sebagai media bagi upaya pencarian solidaritas 
yang lebih luas bagi eksistensi dirinya, meskipun sudah pasti keterlibatannya juga 
didasari oleh referensi teologis. 

Di kalangan ulama, gagasan KPPSI itu direspon secara beragaJ:I\. Mereka 
kemudian terpola dalam dua kelompok yang pro dan kontra. Terjadinya polarisasi 
pandangan ulama dalam mengapresiasi gagasan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan 
sosio-kultural di antara mereka. Pada ujung satu spektrum, sebanyak 83 % ul~a yang 
dapat dikategorikan sebagai generasi ulama angkatan 1940-an dan dengan latar 
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pendidikan agama yang berbasis pendidikan Tinggi Islam modem seperti IAIN serta 
terlibat dalam birokrasi pemerintahan, tidak mendukung gagasan penegakan syariat 
Islam model KPPSI itu. Bagi mereka, secara moral gagasan seperti itu memang baik. 
Tetapi syariat yang ingin ditegakkan itu haruslah model syariat yang inklusif, 
substantivistik serta dialogis dengan kondisi kekinian dan kesinian. Terciptanya 
kedekatan jarak budaya antara ulama dengan umara, dalam kenyataannya telah 
melunturkan komitmen mereka terhadap pandangan dan ideologi Islam tradisional yang 
semula identik dengan sikap oposan dan pembangkang. Kini mereka mulai cenderung 
bersikap terbuka, fungsional dan bahkan akomodatif serta kooperatif terhadap berpagai 
kebijaksanaan sosial, budaya danjuga politik yang menurutnya memang tidak memjliki 
hubungan doktrinal secara teologis dengan keyakinan keagamaan. Sementara pada 
ujung spektrum yang lain, sebanyak 17 % ulama dengan latar belakang sosio-kultural 
yang berbeda, mengapresiasi gagasan itu secara positif dan dinilainya sebagai bagian 
dari tugas umat Islam tanpa reserve. 

Munculnya kecenderungan ulama di Sulawesi Selatan untuk tidak lagi 
memihak pada pola pemahaman yang eksklusif tentang syariat, secara kategoris dapat 
diistilahkan sebagai kelompok rekonstruksionis. Mereka itu, selain karena referensi 
teologis, juga tampaknya memiliki kesadaran sosiologis yang tinggi. Bagi mereka, 
karena kompleksnya problem yang dihadapi dalam upaya merealisasikan gagasan 
penegakan syariat Islam model KPPSI itu, maka perjuangan seperti itu tidak lagi \larus 
diorientasikan pada pemahaman yang skripturalis oriented, tetapi perlu direkonstru.ksi. 
Rekonstruksi itu dimaksudkan sebagai upaya penekanan pada substansiasi dan · 
fungsionalisasi nilai-nilai syariat Islam. Dengan kecenderungan pemikiran sepeJ1:i itu, 
mereka berharap gagasan penegakan syariat Islam dapat dikemas dalam bahasa yang 
lebih populer, kontekstual dan jauh dari semangat ideologis yang ekstrem. Tumb$flya 
kesadaran baru itu dapat menjadi rujukan bagi upaya pencarian model yang tepat bagi 
umat lslam dalam memahami syariatnya. Kesadaran seperti itu juga mengandaikan agar 
umat Islam bersedia memperbarui strategi perjuangannya, sehingga pengalaman politik 
Islam yang selama ini babakan sejarahnya banyak diwamai suasana kontra 
antagonisme; -bukan hanya dengan negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya,
tidak lagi terjadi, tanpa melupakan panduan nilai-nilai moral dan etik yang diaj~kan 
Islam. Dengan konteks peµiikiran seperti itu pula, maka peluangterinternalisasiqnoya 
syariat Islam dalam kerangka hukum nasional akan semakin terbuka lebar. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

Rahmat dan Perkenan-Nya jualah, sehingga Disertasi dengan judul "Rekonstruksi 

Syariat Islam: Kajian tentang Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegak~ Syariat 

Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan," dapat penulis selesaikan. 

Rampungnya penulisan disertasi ini, tidak lepas dari bantuan, dukupgan dan 

arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, pada tempatnyalah jika pada kesempatan dan 

ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi

tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besamya kepada: 

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Prof Dr. HM. Amin Abdullah. Yang 

bersangkutan ketika penulis pertama kali melanjutkan studi di PPS UIN 

Y ogyakarta (kala itu masih bemama IAIN) masih menjabat sebagai Direl\tur PPS. 

Jika hari ini, penulis dapat merampungkan studi, semua itu tidak lepas dari 

kebaikan beliau yang telah memberi kesempatan berharga ini. Pengharg~ yang 

sama penulis sampaikan kepada para Pembantu Rektor UIN Sunan Kalijaga · 

Y ogyakarta. Kepemimpinan mereka dan kemampuannya menciptakan iklim 

akademik yang kondusif, merupakan bantuan yang penulis rasakan sang~t berarti 

selama menjalani studi. 

2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Prof. Dr, H. Musa 

Asy'arie. Sebagai Direktur beliau banyak memberi kemudahan-kemudajian bagi 

penulis. Dengan corak kepemimpinan yang dikembangkannya selama memimpin 
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PPS, memungkinkan penulis merasa nyaman dan tidak menemui kesulitan berarti 

selama menjalani studi. Penghargaan serupa penulis haturkan kepada Asisten 

Direktur Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkamain. 

3. Prof. Dr. H. Sunyoto Usman dan Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulkhan, SU., masing

masing sebagai Promotor I dan Promotor II. Dengan gayanya masin~-masing, 

mereka tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan, arahan, kritikan qan saran 

yang sangat membantu dalam penyelesaian Disertasi ini. Kepada mereka berQ.ua, 

-- rasanya ucapan terima kasih saja tidak cukup mewakili penghargaan penulis kepada 

keduanya. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada para an~ota tim 

penilai dalam Ujian Tertutup, masing-masing Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. 

Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A., dan Dr. H. Nasruddin Harahap, SU, atas segala 

saran dan kritikan mereka bagi penyempurnaan Disertasi ini, sehingga kemuQ.ian 

dinyatakan layak untuk diujikan dalam Ujian Terbuka. 

4. Para Guru Besar, segenap dosen yang dengan penuh pengabdian mendedikasjJcan 

diri dan ilmunya dalam mengajar dan mendidik penulis. Mereka telah m~wariskan 

sesuatu yang sangat berharga. 

5. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur PPS IAIN 

Alauddin Makassar maupun sebagai pribadi. Sebagai pribadi, beliau menjadi kawan 

berdiskusi dan tempat berkeluh kesah. Dukungan berupa dorongan moril dan 

bantuan finasial, penulis rasakan bagaikan setitik air yang menyejukkan~ terutama 

pada masa-masa sulit. 
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6. Menteri Agama clan segenap jajarannya, yang karena kebaikannya memungkinkan 

penulis mendapatkan Beasiswa DITBINPERTA,, baik selama menjalani studi di 

PPS IAIN Alauddin Makassar maupun pada PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

7. General Manager PR Kemitraan PT. Indoofod Sukses Makmur Tbk, yang juga 

telah membantu mendanai penelitian Disertasi ini. 

8. Kepala Perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta besert~ segenap 

jajarannya yang telah membantu memberi kemuclahan bagi penulis selama 

penyusunan Disertasi. Penghargaan yang sama, penulis sampaikan kepa~a Kepala 

Perpusataan IAIN Alauddin Makassar, Kepala Perpustakaan Universitas 

Hasanuddin, Kepala Perpustakaan Wilayah Sul-Sel, Kepala Perpustalalan UGM 

Yogyakarta clan Kepala Perpustakaan UIN Jakarta beserta segenap jajarannya. 

9. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus 

penghargaan serupa penulis haturkan kepada para staf administrasi PPS atas 

bantuan dan pelayannya yang prima kepada penulis. Bantuan terseb\lt penulis 

rasakan sebagai sesuatu yang nilainyajuga tidak kecil. 

10. Teman-teman penulis, mereka merupakan kawan bergaul yang baik, teman 

berdiskusi yang cerdas. 

11. Segenap karib kerabat, hanclai taulan, adik-adik di Wisma Lasinrang [tempat 

penulis berdomisili selama di Yogya] juga telah banyak memberi kemudahan bagi 

penyelesaian Disertasi ini. 

12. Jika sekiranya acla ungkapan melebihi ucapan terima kasih, maka itu penulis 

haturkan kepada orang tua, Ayahanda H. Sadaruddin, BA dan Ibunqa Hj. A. 
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Marawiyah atas segala dedikasinya selama ini dalam mengasuh, membesarkan dan 

mendidik penulis dengan pengorbanan yang tidak ternilai. Disertasi ini, sepenuhnya 

penulis dedikasikan kepada keduanya sebag~i bakti dan bukti mudal\-mudahan 

pengorbanan mereka selama ini tidak dirasakan seb~gai kesia-siaan belaka. 

13. Sejumlah pihak yang karena keterbatasan ruang, tidak sempat penulis sebutkan satu 

persatu. Kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, penulis bermohon semoga segala 

budi dan kebaikan mereka itu dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Djsertasi ini 

dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tidak lupa penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi kesempumaan Disertasi ini 

selanjutnya. 

Y ogyakarta, 7 Oktober 2004 

Penulis, 

Ahmad Faisal, M. Ag. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Discrlasi ini mcnggunakan lranslilcrasi Arab-Lalin model Library olCongrcss, 

scbagui bcrikul: 

b =y - .1 = J 

l =v r = _; m = i 

th=~ z = j =t n = 0 

j = [ s = ....r gh = t 

sh= J- h = 0 

kh =t q = j 

k = !} y = '-$ 

Pcndck a= / = u = _, ----
Panjang a= I --
Diftong ay = <_>i 

Panjang dengan tashd[d iyy = t.>! uww = )i 

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h" seperti tasyrf 'iyah dan al-Qira 'ah. 

Modifikasi: 

1. Istilah asing yang belum masuk ke dalam bahasa Indonesia atau belum populer, 

ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperti i 'iidah al-qira 'ah, the right way 

of religion dan pangngaderreng. 

2. Istilah asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau sudah populer 

ditulis biasa seperti al-Qur'an, bukan al-Qur'an. 

3. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi,jika berunsur non

Arab, misalnya: Rifyal Ka'bah, bukan Rifyal Ka'bah. Jika berunsur Arab, maka 

ditulis dengan transliterasi. Misalnya Abu Hanifah, al-Syatibi, dan sebagainya. 

xvm 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Umat Islam pada urnumnya percaya terhadap sifat Islam yang holistik. 

Sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia, Islam seringkali dipandang 

sebagai lebih dari sekadar agama. Beberapa kalangan bahkan menyatakan bahwa 

Islam j uga dapat dipandang sebagai masyarakat madani, 1 peradaban yang lengkap2 

atau bahkan kesatuan agama dan negara.3 Rumusan tersebut dilandasi oleh pandap.gan 

bahwa Islam mencakup lebih dari sekadar sistem teologi dan atau moral. 

Pandangan semacam itu puJa yang telah mendorong sejum1ah Muslim pe:rcaya 

bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, yang kemudian penubuhannya 

dinyatakan dalam syariat. Karena itu, bagi sebagian ka]angan Muslim, syariat Islam 

diyakini sebagai sebuah totalitas yang padu, yang menawarkan pemecahan terh,13.dap 

segala problem kehidupan.4 

1Muhammad Iqbal, The Reco11stn1ctio11 of Religious Thought in Islam (Lahore: Muhammad 
Ashraf, 1962), h. 7. 

2H.A.R. Gibb (ed.), Wither b;/am?: A Survey of Modem Movements in the Moslem World 
(London: Victor Gollancz Ltd., 1932), h. 12. 

3
Muhammad Yusuf Musa, Nizhdm al-Hukmfi al-Islam (Kairo: Dar al-Kitab al-' Arabi, 1963), 

h. 18. 

4
Sebagai ekspresi atas keyakinan seperti itu, sebagian umat Islam berpandangan bahwa syariat 

Islam meliputi tiga "d" yakni din, agama; dunya ', dunia; dan dawlah, negara. Lihat Nazih Ayyubi, 
Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, h. 63-64, sebagaimana dikutip oleh B~tiar 
Effendy dalam Din Syamsuddin, "Islam dan Politik Era Orde Barn," Kata Pengantar (Jakarta: fogos 
Wacana Ilmu, 2001), h. x. 

•"'1·--... ·····--·----
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Pandangan holistik terhadap syariat Islam sebagaimana diungkapkan di tttas, 

mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah 

mendorong lahirnya kecenderungan untuk memahami syariat Islam dalam 

pengertiannya yang literal. Bahkan, dalam kenyataannya kecenderungan sepertj itu 

telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga melahirkan kecenderungan Ufttuk 

menekankan aspek legal dan formal idealisme ajaran Islam. Karena itulah, dalam 

konteks kesejarahan, tidak terlalu mengejutkan jika muncul kecenderungan di 

kalangan komunitas Muslim, keloinpok yang ingin mendasarkan seluruh kerl:\flgka 

kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya pada ajaran Islam secara eksklusif.5 

Di Indonesia, keinginan untuk menegakkan syariat Islam, baik melalui jalur 

politik dan konstitusi yang legal, maupun melalui perjuangan fisik dengan menentang 

pemerintah yang sah, telah menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan µmat 

Islam di negeri ini.6 Namun demikian, kenyataan sosial dan politik menunjukkan 

bahwa gagasan semacam itu tidak pernah mendapat dukungan mayoritas pendiiduk. 

sEkspresi-ekspresi dengan kecenderungan seperti itu dapat ditemukan dalam berbagai istilah 
simbolik yang dewasa ini populer, seperti Revivalisme Islam, Kebangkitan Islam, Revolusi Islam atau 
Fundamentalisme Islam. Dalam pandangan Arkoun, gerakan semacam ini secara sadar didukung oleh 
kelompok yang menikmati posisi sosial dan ekonomi yang menguntungkan sehingga bersedia untuk 
berkompromi dan menganut pandangan-pandangan keislaman yang konservatif, sebab mereka tidak 
mempunyai akses kepada modernitas pemikiran. Lihat Mohammed Arkoun, "The Concepts of 
Authority in Islamic Thought," dalam Klauss Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds.), Islam: State and 
Society (London: Curzon Press, 1988), h. 70-71. 

6Deskripsi yang saling melengkapi mengenai hal itu dapat dibaca misalnya dalam Ahmad 
Syafi'i Maarif: Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante 
(Jakarta: LP3ES, 1985); B.J. Boland, The Stn1ggle of Islam in Modem Indonesia (The .fla,gue: 
Martinus Nijhoff, 1971); Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik 
Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998); Deliar Noer, Partai Islam di Pentas NQfional 
1945-1965 (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987), dan lain-lain. 
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Fenomena ini oleh banyak pengamat dianggap aneh, sebab Indonesia dikenal sebagai 

negeri dengan penganut Islam terbesar di dunia. Bagaimana mungkin, di negeri yang 

mayoritas penduduknya Muslim, gagasan penegakan syariat Islam tidak p~mah 

mendapat sambutan serius, demikian jika argumen tersebut ingin diteruskan. 

Seiring dengan itu, harus diakui pula bahwa bentuk pemikiran dan prp.ktik 

yang dikembangkan oleh para pemikir dan aktivis pendukung gagasan penegakan 

syariat Islam selalu kental dengan nuansa legalistik dan formalistik. Antara lain 

karena alasan ini, gagasan tersebut tidak mendapat respons yang memp.dai. 

Perdebatan panjang di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Pcrsiapan Kemcrdckaan Indonesia (PPKT) mis~lnya 

-khususnya yang menyangkut posisi Islam dalam kehidupan bemegara- baik diilam 

konteks Islam sebagai dasar negara; Presiden harus orang Islam; maupun ~slam 

sebagai agama resmi negara- menghasilkan sebuah jalan tengah yang hanya ada 

dalam dokumen. Piagam Jakarta yang mengandung klausul "keharusan ttntuk 

menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" disepakati untuk dianulir qapya 

sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.7 Padahal secara kual\titas, 

tidak kurang jumlah umat Islam yang duduk di parlemen ketika itu. 

Ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, -terutama pada masa-masa ~wal 

pemerintahannya- peluang untuk menegakkan syariat Islam oleh para penduku:q~ya 

7Deskripsi yang saling melengkapi tentang hal itu, dapat dibaca misalnya dalam Ahmad Syafii 
Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (J*arta: 
LP3ES, 1985); Endang Saefuddin Anshari, The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an l~lamic 
Constitution in Indonesia (Kualalumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1979). 
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sepertinya sudah tertutup. Adanya stigma politis dan ideologis antara Islam dan 

negara pada masa-masa sebelumnya, sepertinya masih membekas. Bahkan, pada 

masa Orde Barulah sebenamya implikasi-implikasi negatif dari preferensi J>9litik 

generasi pemikir dan aktivis pertama menampakkan bentuknya. Dalam hal ini, untuk 

waktu yang cukup lama, perjuangan umat Islam yang dianggap tidak sejalan dengan 

arus utama politik Orde Baru dipinggirkan dan dibatasi. Bahkan, gerakan umat lslam 

seringkali dianggap sebagai scapegoat (kambing hitam) atas sejumlah keaiatan 

politik-ideologis yang dipandang resisten terhadap pemerintah. Demikian jeleknya 

hubungan antara pemerintah dan Islam, sehingga dalam pandangan Muhammad 

Natsir, yang pcrtama (pemerintah) telah mcmpcrlakukan yang kedua (Tslam)-s(fperti 

dituturkan kembali oleh Mohammad Kamal Hasan- bagaikan "kucing kurap."8 S\tuasi 

yang tidak mengenakkan itu berlangsung hingga tahun 1984. 

Sejak 1985 sampai berakhimya kekuasaan Orde Baru pada 1998, hubllllgan 

antara negara dan Islam menunjukkan suasana yang oleh banyak pengamat dildaim 

semakin mesra. Dalam suasana hubungan seperti itu pula, negara tampak semakin 

akomodatif terhadap berbagai kepentingan umat Islam. Pada era reformasi, hubungan 

baik tersebut terus berlanjut, bahkan masa-masa awal reformasi itu seril\gkali 

diistilahkan sebagai masa bulan madu antara Islam dan negara. Dalam pol.a hub~ngan 

8Muhammad Kamal Hassan, "Muslim Intelectual Responsses to "New Order" Modernization 
in Indonesia," sebagaimana dikutip Bahtiar Effendy dalam Teologi Baro Politik Islam: Per,autan 
Agama, Negara dan Demokrasi (Cet. I; Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 46. 
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itu, negara mengakomodasi aspirasi dan tuntutan umat Islam dalam skala yang lpbih 

meningkat dibanding periode sebelumnya. 

Pada sisi lain, jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 itu, seperpnya 

memberi peluang kembali bagi munculnya gagasan lama, seperti yang p~mah 

dikembangkan pada dekade 1940-an hingga 1960-an. Karena itulah, dalam proses 

amandemen UUD 1945 yang mulai dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 dan 

Sidang Tahunan MPR 2000 misalnya, kembali terjadi tarik menarik yang sangat kuat 

antara kelompok yang menginginkan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta 

dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.9 Di masyarakat 

pun, tuntutan untuk menegakkan syariat Islam secara formal mulai disuarakan oleh 

beberapa kelompok umat Islam 10 di berbagai daerah. 11 

Di Sulawesi Selatan, gagasan itu digulirkan oleh Komite Persiapan Pene&B-kan 

Syariat Islam (KPPSI). Sebagai daerah yang dikenal dengan penganut Islam yang 

fanatik, munculnya gagasan seperti itu di daerah ini tidaklah begitu mengej4tkan. 

Apalagi dalam kenyataannya, KPPSI bukanlah kelompok yang pertama kali 

9Wacana dan keinginan menghidupkan kembali Piagam Jakarta pernah muncul dan ramai 
diperjuangkan oleh politisi Muslim sebelum dan saat berlangsungnya sidang Umum MPR 1999 dan 
Sidang Tahunan 2000. Beberapa parlai Islam yang gelol memperjuangkan hal itu adalah Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat 
Ummat (POU), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU). 

JOSekadar menyebut contoh, diantara kelompok yang menginginkan penegakan syariat Islam 
adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahlussunnab Waljamaah, front 
Pembela Islam (FPI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan lain-lain. 

11Daerah-daerah lain yang juga dikenal dengan gagasan penegakan syariat Islamnya 'dalah 
Banten, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Malang, Garut, dan Cianjur. 
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menyuarakan ide seperti itu di daerah ini. Sebelumnya, telah muncul gerakan DI/TII 

yangjuga mengusungjargon perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. 

Para penggagas12 Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (selanj1ttnya 

ditulis KPPSI) menilai bahwa sejak Orde Baru berkuasa, umat Islam merupakan 

kelompok yang termarginalkan. Karena itu, kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 

tidak seharusnya dibiarkan berlalu begitu saja, sebab merupakan momentum yang 

tepat bagi kebangkitan umat Islam. KPPSI kemudian berinisiatif tampil pada ~aris 

terdepan untuk memperjuangkan tuntutan penerapan syariat Islam di daerah ini. 

Organisasi yang dideklarasikan pada bulan Oktober 2000 itu, memfokuskan 

perjuangannya pada tuntutan otonomi khusus pemberlakuan syariat Islam di Sul~wesi 

Selatan, seperti halnya Propinsi Aceh yang telah memperoleh persetujuan dari 

pemerintah pusat. Dalam muqaddimah rekomendasi perjuangan KPPSI disebutkan 

bahwa secara filosofis, historis dan sosiologis, penegakan syariat Islam di daerllh ini 

adalah suatu keharusan sekaligus tugas kesejarahan umat Islam. 13 

Bagi proponen pendukung KPPSI, secara historis Islam sejak dulu s_µdah 

menjadi agama anutan para raja dan rakyatnya di daerah ini, menjadi dasar orientasi 

dan way of life. Karena itulah Sulawesi Selatan kemudian digelari "Serambi 

12Para pencetus ide pembentukan KPPSI ini antara lain adalah Aziz Qahar Muzakkar, Agus 
Dwikarna, Azwar Hasan, Zaitun Rasmin dan Jain-lain. Gagasan mereka juga didukung kalangan 
intelektual Muslim antara lain ProfDr. H. Mattulada (aim.), ProfDr. Ahmad Ali, ProfDr. Abu Hamid, 
ProfDr. H. Abdurrahman A Basalamah (aim.), dan lain-lain. 

13Lihat Hasil-Hasil Keputusan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan, Makassar, J9-21 
Oktober 2000/21-23 Rajah 1421 M, h. 6. 
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Madinah". 14 Secara sosiologis, kenyataan bahwa mayoritas penduduk Sul~wesi 

Selatan adalah Muslim, merupakan alasan yang kuat untuk menopang gagasa.I} itu. 

Kenyataan bahwa sistem hukum yang diberlakukan selama ini terbukti tidak efektif 

dalam menyelesaikan problematika umat, bagi para pendukung KPPSI dija~ikan 

alasan filosofis untuk menguatkan gagasannya. 

Sebagai gagasan yang diperjuangkan atas nama agama, gagasan penegakan 

syariat Islam semestinya diapresiasi secara positif oleh ulama sebagai kelompo~ elite 

masyarakat Muslim. Tetapi dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan, respons mfreka 

terhadap gagasan tersebut justru sebaliknya. Dalam sebuah jajak pendapat tentang 

wacana penegakan syariat Islam di daerah ini misalnya, terungkap bahwa komponen 

masyarakat Sulawesi Selatan yang mendukung gagasan seperti yang diusung KRPSI, 

frekuensinya hanya mencapai 15, 11 %. Khusus tokoh agama, frekuensinya lebih l<:ecil 

lagi yakni hanya 13,58 % jauh lebih sedikit dibanding pandangan yang menghe:qdaki 

penegakan syariat Islam secara substansial, atau pandangan yang mendukung t~tapi 

perlu sosialisasi dan dilakukan secara bertahap. 15 

14Menurut Ahmad M. Sewang (sejarawan Muslim Sulawesi Selatan), istilah Serambi Madinah 
pertama kali dikenal pasca peristiwa G-30 S@ketika suasana kehidupan umat waktu itu diliputi oleh 
rasa ketakutan dicap oleh pemerintah sebagai antek-antek PKI. Diantara upaya untuk membebaskan 
diri dari kecurigaan tersebut, maka umat Islam di daerah ini kemudian menjadikan kedekatan terltadap 
aspek keagamaan sebagai pilihan karena secara praktis bertentangan dengan ajaran PKI yang ~theis. 
Tetapi dalam perkembangan kemudian, beberapa kalangan mengusulkan agar pilihan itu diasosiasikan 
dengan nama Serambi Madinah sebagai imbangan terhadap gelar yang diberikan kepada Aceh d~ngan 
Serambi Mekkah-nya. Wawancara penulis dengan Ahmad M. Sewang, Makassar, 17 Mei 2003. 
Meskipun demikian, bagi sebagian orang istilah tersebut masih belum populer dan karena itu masih 
perlu pengkajian lebih mendalam, apalagi kalau kemudian dijadikan sebagai salah satu pijakan 4alam 
menuntut pemberlakuan syariat Islam di daerah ini seperti halnya di Aceh. W awancara penulis d~ngan 
Minhajuddin (tokoh agama Islam), Makassar, 18 Mei 2003. 

15Lihat Survey Pendapat tentang Wacana Pemherlakuan Syariat Islam di Sulawesi &Iatan 
(Makassar: Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat lslam bekerjasama dengan Badan Penelitian 

· dan Pengcmbangan Daerah [Balitbangda] Sulawesi Selatan, 200 I), h. 21. 



8 

Kurang apresiatifnya ulama dalam merespons gagasan tersebut merup11kan 

fenomena yang unik. Apa pun alasannya, sebagai kelompok elite masyarakat Mu$lim, 

ulama semestinya berada di garda terdepan pei:.i uangan penegakan syariat I~lam. 

Tetapi, mengapa dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan, apresiasi mereka terhadap 

ide penegakan syariat Islam oleh KPPSI, tampak kurang signifikan. Meskipun 

sebagian kecil dari mereka masih rnengapresiasi gagasan tersebut secara positif, 

bahkan tanpa reserve, tetap saja fenomena itu menarik untuk dicermati. 

Dalam nuansa pemikiran seperti itulah, upaya pengkajian terhadap pandangan 

ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan seperti yang 

digulirkan oleh Komite Penegakan Syariat Islam [KPPSI] mene~µk:an 

momentumnya. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Uraian di atas memperlihatkan bahwa kemunculan KPPSI dengan gagasannya 

berupa penegakan syariat Islam lewat payung huk:um berupa otonomi khµsus, 

direspons secara kurang apresiatif oleh umumnya ulama di Sulawesi Selatan. Kurang 

apresiatifnya ulama terhadap ide tersebut menyisakan persoalan, apakah idenya yang 

salah, cara dan pendekatannya yang keliru, ataukah karena faktor-faktor laiq.nya. 

Meskipun demikian, terdapat pula kelompok ulama yang secara apresiatifmenyambut 

gagasan tersebut secara penuh. 
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Dengan demikian, masalah pokok penelitian ini adalah: Bagairµana 

pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam seperti yang 

diperjuangkan oleh KPPSI di Sulawesi Selatan? 

Untuk mendalami masalah itu dan untuk lebih mengarahkan penelaahan, 

maka kajian tentang masalah pokok tersebut dapat dielaborasi ke dalam sub-sub 

masalah sebagai berikut. 

1. Mengapa gagasan penegakan syariat Islam muncul di daerah ini? 

2. Mengapa terjadi polarisasi pandangan ulama terhadap gagasan itu dan bagaimana 

proses terj adinya? 

3. Bagaimana masa depan penegakan syariat Islam di daernh ini? 

Secara operasional, pandangan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah apa yang diucapkan atau dituliskan, termasuk apa yang dilakukan. Oleh karena 

itu, keterlibatan seorang ulama dalam kepengurusan KPPSI, serta merta qi;ipat 

diartikan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan terhadap gagasan tersebut. 

Ulama yang dima~sud dalam penelitian ini adalah mereka yang menyan~ang 

predikat kyai sesuai konsepsi masyarakat muslim Sulawesi Selatan dan kepada 

mereka diberikan gelar anre gurutta. 16 Mereka di antaranya ada yang meµjadi 

pimpinan pesantren, pimpinan organisasi-organisasi Islam dan sebagian la\nnya 

16lstilah anre gurutta dalam konsepsi masyarakat Sulawesi Selatan diberikan hanya hpada 
seorang ulama yang kapasitas keilmuan dan kapabilitasnya dial'Ui secara umum oleh masyllfakat 
Muslim di daerah ini. Jika harus dibandingkan dengan istilah yang sama di daerah lain, maka kµrang 
lebih anre gurutta secara fungsional sama dengan kiyai khas yang dikenal dalam masyarakat Jawa 
khususnya di kalangan nahdhiyyin. 
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terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, baik 

tingkat wilayah maupun kabupaten. Penjelasan ini menjadi penting, qntuk 

menggambarkan bahwa bagaimana pun pandangan ulama yang menjadi respoµden 

pene1itian ini, dapat diklaim mewaki1i pandangan ulama Sulawesi Selatan pada 

umumnya. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi polarisasi pandangan ulama terh~dap 

gagasan penegakan syariat Islam seperti yang diperjuangkan oleh KPPSI. Dengan 

jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan qapat 

ditemukan gambaran yang komprehensif tentang sikap ulama terhadap gagasan 

tersebut. Pemahaman mengenai masalah ini menjadi penting, karena akan 

menggambarkan bagaimana gagasan yang digulirkan itu direspons oleh tokoh-tokoh 

agama pada khususnya dan masyarakat muslim Sulawesi Selatan pada umUIT\nya. 

Sebagai daerah yang dikenal kuat basis keagamaannya, peran ulama 11lasih 

sedemikian kuat berakar dalam masyarakat Muslim Sulawesi Se1atan. Karena: itu, 

tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa bagaimana respons ulama dalam m~alah 

penegakan syariat Islam ini, dapat diklaim mewakili respons masyarakat Muslim 

daerah ini pada umumnya. 

Mengingat gagasan penegakan syariat Islam itu muncul dalam kurun waktu 

yang memberi ruang yang luas bagi ekspresi pemikiran, maka memahami res-pons 

ulama Sulawesi Selatan terhadap gagasan itu menjadi sangat urgen. Urgensinya ~an 
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tampak terutama sebagai media untuk rnelacak apakah ide yang diperjuangkan oleh 

KPPSI tersebut rnendapat respons memadai dari tokoh agama yang seharusnya 

menjadi pendukung utama gagasan itu, ataukah tidak. Dalam hubungan ini, 

bagaimana dasar pemikiran serta agenda perjuangan KPPSI diapresiasi oleh para 

ulama, akan banyak berpengaruh pada bentuk respons (tanggapan) yang diberikan. 

Keberhasilan. memahami respons tokoh-tokoh agama tersebut, patut diyakini akan 

semakin mendewasakan masyarakat Muslim Sulawesi Selatan dalam mengapr~siasi 

gerakan keagamaan seperti halnya gagasan penegakan syariat Islam. 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wawasan men~enai 

politik Islam, sehingga pemahaman Muslim tidak hanya terkonsentrasi pada satu 

gagasan saja yang meskipun dasar-dasarnya memang masih dapat diperdebatkan, 

tetapi diharapkan mampu memikirkan kendala-kendala dan keterbatasan-keterba~san 

yang dihadapi dalam kaitannya dengan heterogenitas kehidupan Muslim Sul~wesi 

Selatan berhadapan dengan kebijakan negara Republik Indonesia. Bagian ini juga 

mengandaikan supaya umat Islam bersedia memperbarui strategi perjuangaqnya, 

sehingga pengalaman politik Islam di Indonesia pada umumnya yang bab~an 

sejarahnya banyak diwarnai oleh suasana kontra antagonistik -bukan hanya deq.gan 

negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya-, tidak lagi terjadi, tanpa rnelup!lkan 

panduan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan Islam. 



12 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai wacana yang baru digulirkan pada tahun 2000-an, dapat dipabami 

bila dalam penelusuran terhadap kajian-kajian sebelumnya, sangat sulit menem~ 

kajian tentang hal itu. Di antara yang sedikit itu adalah Survei Pendapat tentang 

Wacana Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Tim 

Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan bekerjru:iama 

dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulawesi Sel~tan. 

Pengkajian itu dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/K.ota dalam wilayah Prof'insi 

Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 4 bulan, mulai bulan Oktober 2001 S8fpai 

bulan Januari 2002. Pengumpulan data dilakukan secara serentak melalui tim ke 

setiap Kabupaten/K.ota, dengan daftar pertanyaan dan wawancara langsung kepada 

Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat seqagai 

responden. Dalam laporannya, disebutkan bahwa teinyata tidak terdapat kesalllaan 

visi dan persepsi masyarakat terhadap istilah syariat Islam, bahkan bany~ di 

antaranya yang belum memahami dengan baik syariat Islam. Disebutkan pula bo/1wa 

dari 225 responden penelitian ini, mereka yang setuju dan mendukung penegakan 

syariat Islam secara kaffah hanya mencapai prosentase 15,11 %. 

Penelitian tersebut bukan hanya tidak memfokuskan kajiannya fada 
pandangan ulama, bahkan memang tidak dimaksudkan untuk melacak faktor-faktor 

yang melatarbelakangi pandangan ulama terhadap gagasan itu, apalagi mempet~kan 

secara kongkret pemikiran mereka terhadap gagasan tersebut. Dengan demifian, 
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dapat disebutkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki objek dan sasaran 

yang berbeda dengan penelitian tersebut. 

Sebagai seb~ kajian tentang pemikiran politik, upaya untuk memaµami 

pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, Juga 

tidak dapat dilepaskan dari studi-studi yang berusaha menggambarkan perjuaqgan 

.. wnat Islam Indonesia untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Berkaitan de~gan 

masalah tersebut, sejumlah studi telah dilakukan untuk memotret perjuangan Pal\f ang 

umat Islam dan kesulitan mereka dalam upaya mengimplementasikan cita..cita 

penegakan syariat Islam ke dalam kehidupan kenegaraan. 

Studi Deliar Noer, "Gerakan Islam Modem di Indonesia 1900-1942",17 telah 

menjelaskan secara panjang lebar usaha-usaha yang telah dilakukan umat I~lam 

Indonesia untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang meq.urut 

penduk:ungnya Islami. Studi Deliar ini terfokus pada peranan organisasi Islam yang ia 

sebut sebagai gerakan kaum modemis dari awal abad 20 hingga akhir pendud¢can 

Jepang. 

Disertasi Ahmad Syafii Maarif, "Islam dan Masalah Kenegaraan: ~tudi 

tentang Percaturan dalam Konstituante,"18 juga telah secara lebih rinci memap¥kan 

usaha-usaha yang ditempuh para pemikir dan aktivis Islam untuk mewujuqkan 

17Lihat Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 (New Vork: 
Oxford University Press, 1978). 

18Lihat Ahmad Syafii Maarif, Islam as the Basic of State: A Study of the Islamic Polifical 
Ideas as reflected i11 the Constituent Assembly Debates in J11do11esia, Disertasi Doktor, The Univ41rsity 
of Chicago, 1983. Disertasi Maarif tersebut telah dicetak da~am bentuk buku dengan judul Islfill} dan 
Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985). 
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gagasannya. Syafii Maarif membatasi analisisnya seputar ide-ide perten~gan 

mengenai negara Islam dan negara (sekuler) Pancasila, selama perdebatan kons~itusi 

1955. 

Disertasi Allan Samson "Islam and Politics in Indonesia" 19 telah memberj.kan 

analisis tajam dan sarat data, yang pada intinya berhubungan dengan Partai MusH,-nin 

Indonesia (Parmusi). Menurut pengamatan Samson, di kalangan elite partai ti~ ada 

kesepakatan tentang apa yang harus menjadi kebutuhan utama dalam men~alin 

hubungan yang tepat antara keyakinan agama dan aktivitas politik. 

Selama masa Orde Baru, sejumlah studi juga tclah d1lakukan untuk memotret 

hubungan antara Islam dan politik atau dengan negara. Disertasi Bahtiar Effendy, · 

"Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia,"
20 

telah memberikan gambaran yang konprehensif mengenai perjalanan panjang Fat 

Islam dalam memperjuangkan cita-cita politiknya. , Dalam pengamatannya, Baptiar 

melihat bahwa terdapat fenomena yang mengejntkan sejak berakhimya kolonial~sme 

Barat pada pertengahan· abad ke-20, ketika negara-negara Muslim seperti ha.1nya 

Indonesia, mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis rang 

memungkinkan (viable) antara praktik dan pemikiran politik Islam. Karena itu, rang 

terjadi kemudian adalah hubungan yang ditandai dengan ketegangan yang ta~am, 

19Lihat Allan Samson, Islam and Politics in /11do11esia, Disertasi Doktor, UniversltY of 
California, 1972. 

20Lihat Bahtiar Effendy, Islam and the State: The Transformation qf Islamic Political Ideas 
am.J Practices in Indonesia, diterjemahkan oleh lhsan Ali Fauzi dengan judul Islam dan Ne8ara: 
Tra11sformasi Pemikiran dan Aksi Po/itik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998). 
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untuk tidak menyebut permusuhan. Menurutnya, kenyataan tersebut s\¢ah 

berlangsung lama dan selalu mengalami jalan buntu. Baik pemerintahan Pre~iden 

Soekamo maupun Pemerintahan Soeharto, selalu memandang partai-partai politik 

berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang qapat 

merobohkan landasan negara yang nasionalis. Karena itu, sepanjang lebih dari eµipat 

dekade, kedua pemerintahan di atas selalu berupaya untuk melemahkan dan 

menjinakkan partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan alqivis 

Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 

1945 (menjelang Indonesia merdeka), dan pada akhir 1950-an (dalam perdeb~tan

perdebatan di Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi Indom~sia), · 

melainkan juga mereka berkali-kali mendapatkan julukan kelompok minoritas y~g 

selalu dimarginalkan. Apapun alasannya, di negara yang mayoritas pendudupiya 

menganut Islam, kenyataan seperti itu seharusnya menimbulkan tanda tanya. 

Dalam analisis Bahtiar, artikulasi-artiklliasi Islam yang bercorak forma1istik 

dan legalistik, khususilya dalam kerangka idealisme dan aktivisme poijtik, 

berpengaruh besar dalam membentuk hubungan yang saling mencurigai dan tidak 

harmonis antara Islam dan negara.21 Situasi yang menyedihkan inilah yang ingin 

diatasi oleh generasi baru dan aktivis Muslim di Indonesia yang mulai tumbuh rada 
tahun 1970-an yang berusaha mengikis kecurigaan tersebut dengan seruannya uµtuk 

mentransformasikan sudut pandang politik Islam dari formalisme-legalism~ ke 

21/bid, h. 60. 
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substansialisme.22 Dalam hat tujuannya, mereka tidak lagi mengaspira&ikan 

pembentukan negara Islam lengkap dengan konsekuensi-konsekuensi sosial-

politiknya. Melainkan mengajak umat Islam berkiprah bersama dalam upaya 

membangun sebuah sistem sosial-politik yang mencerminkan, atau sejalan dep.gan 

prinsip-pnns1p umum Islam, seperti keadilan, musyawarah, egalitarian, dan 

partisipasi. 

Semua studi di atas, merupakan titik tolak dan bahan referensi studi ini. 

Pembacaan secara mendalam terhadap studi-studi tersebut, secara jelas memberi 

gambaran bahwa gagasan penegakan syariat Islam itu, bukanlah ide yang paru 

muncul pada era reformasi seperti sekarang. Menariknya, selalu terdapat dualisme 

pemikiran di kalangan umat menanggapi gagasan itu. Secara sederhana, dualisme 

pemikiran umat itu termanifestasi dalam istilah -meminjam kategorisasi Bi:Qder-

kaum substansialis dan kaum skripturalis,23 atau dalam istilah Yuzril, modemis dan 

fundamentalis, ataupun kategorisasi-kategorisasi lainnya yang dibuat oleh ma&ing-

masing peneliti, betapa pun penggunaan istilah-istilah itu acapkali digunakan ~cara 

tidak seimbang dan mengandung bias. 

22 lbid, h. 13 l. 
23R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Alesi 

Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed.), Jalan Baru 1$/am, 
Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 304. 
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E. Kerangka Teori 

Secara garis besar, dalam masyarakat Muslim saat ini terdapat dua spektrum 

pemikiran yang pro dan kontra tentang penegakan syariat Islam. Kelompok yang pro 

senantiasa menuduh kelompok lain sebagai pihak yang sudah luntur keimanannya, 

mengabaikan syariat Islam dan terpengaruh oleh pola pikir Barat. Adapun kelompok 

yang kontra selalu menyebut yang pro sebagai kelompok yang ketinggalan zatnan, 

sempit pikiran dan atau bahkan barbar. Demikianlah, seolah-olah antara ked~nya 

tidak mungkin dibangun sebuah kesamaan persepsi. Jika memang demikian rang 

terjadi, maka sebuah tinjauan umum mengenai teoretisasi dinamika pemikiran I~lam 

tentang syariat akan berguna sebagai kerangka teoretik (theoretical frame) untuk 

pemahaman yang lebih baik mengenai inti masalahnya. 

Mengakui syariat sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh 

merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal yang lain. 

Bahkan, dalam konteks. bagaimana syariat harus dipahami inilah, sebagai~ana 

diaswnsikan oleh Fazlur Rahman, terletak persoalan yang sebenarnya.24 Ada 

sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum M4slim 

terhadap syariat. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa yang oleh 

Arkoun disebut sebagai estetika penerimaan (aesthetics reception), sangat 

24Fazlur Rahman, op. cit., h. 101. 
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berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman. 25 Kecendel"Ullgan 

inte1ektual yang berbeda dalam upaya unt~ memahami syariat Islam misa~nya, 

-··-

dapat berujung pada pemahaman yang berbeda pula. Karenanya, kendatipun sqtiap 

Muslim menerima prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam syariat, pemaluµnan 

mereka tentang syariat pada dataran teknis operasional diwarnai perbe<fian-

perbedaan. 

Munculnya berbagai mazhab fiqh, teologi dan filsafat Islam misa,\nya, 

menunjukkan bahwa syariat Islam itu multiinterpretatif.26 Watak multiinterpretat~f ini 

telah berperan sebagai dasar dari kelenturan lslam dalam sejarah. Selebihnya, hal 

yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme datam tradisi Islam. 

Karena itu, syariat Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik.27 

Ini berarti, bahwa syariat Islam yang empirik dan aktual, akan berarti lain bagi Of?llg 

Islam lainnya karena adanya perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan poJitik. 

Dan seiring dengan itu, sudah pasti pula ia akan dipahami dan digunakan secara 

berbeda. 

25Dalam kritik-kritiknya, Arkoun mengatakan bahwa selama ini perhatian begitu besar 
dicurahkan untuk memperlakukan "teks al-Qur'an sebagai dokumen untuk digunakan oleh para 
sejarawan" Karena itu, umat Islam pada umumnya mengabaikan unsur-unsur aesthetic receftion, 
yakni bagaimana sebuah diskursus diterima oleh pendengar atau pembaca. Soal itu menurutnya 
"merujuk pada kondisi perspesi masing-masing budaya, atau lebih tepatnya, masing-masing tinakatan 
budaya yang berhubungan dengan masing-masing kelompok sosial pada setiap fase perkembimgan 
sejarah. Lihat Arkoun, op. cit., h. 58. 

26Paparan historis-sosiologis secara rinci mengenai hat ini dapat dilihat misalnya dalam 
Marshall G.S Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World of CiviliZf'tion, 
Volume I-Ill (Chicago: University of Chicago Press, 1974). 

27Mohammed Ayoob, "Myth of the Monolith," dalam Mohammed Ayoob (ed.), TM Pplitics 
of Islamic Reassertion (London: Croom Helm, 1981 ), h. 1-6. 
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Pemikiran umat Islam tentang syariat tidak bisa dilepaskan dari kanµct:er 

syariat yang multiinterpretatif semacam itu. Pada satu sisi, hampir setiap Mq.slim 

percaya akan pentingnya penegakan syariat dalam kehidupannya, pada saat yang 

sama, karena sifatnya yang multiinterpretatif itu, tidak pemah ada pandangan tun~gal 

mengenai syariat dalam pengertian apa dan dengan cara apa seharusnya ditegakkan. 

Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran tentang ha.l itu 

yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip syfiat 

dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berreda 

atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modem. Pada tVung 

satu spektrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa syariat harus dit~rima 

sebagai way of life dalam segala dimensi kehidupan umat sehingga negara ~ams 

memberi jaminan pelaksanaannya melalui aturan yang jelas. Sementara pada ujung 

spektrum yang lain, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa sy¥iat, 

meskipun tidak dilegalkan pelaksanaannya oleh negara, tetapi sepanjang nilai,nilai 

universal (al-qiyam al-asasiyah) dari syariat seperti keadilan, persamaan, pan 

kebebasan, dipraktikkan dalam kehidupan bemegara, maka suasana kehidupan s~:perti 

itu pun layak dianggap dijalankan berdasarkan syariat, tanpa harus diformalkan 

melalui ketentuan negara secara eksplisit. 

Model pemikiran Islam yang pertama, merefleksikan adanya kecende~gan 

untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme Islam. Kecenderungan sepeqi itu 

biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariat secara langsung seqagai 
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aturan hukum yang mengikat masyarakat. Sebaliknya, aliran dan model pemikiran 

yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk yang legal dan formal. 

Jika ditelusuri dasar-dasar pemikiran mereka, maka perbedaan mendasp.r di 

antara keduanya terletak pada adanya keinginan untuk melakukan pembacaan "aj.ang 

(i 'adah al-qira 'ah) terhadap sumber-sumber syariat. Bagi kaum formalis, model

model syariat yang dikenal dewasa ini dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi, 

khulafa al-rasyidin dan generasi selanjutnya hingga kini, harus diterima secara 

sesuatu yang taken for granted, karena merupakan wahyu Ilahi. Tetapi bagi kaum 

substansialis, model-model syariat yang dikenal dewasa ini, sebelum 'ngin 

diperjuangkan penegakannya, terlebih dahulu harus dikritisi. Bagi mereka, ti,dak 

semua syariat yang dikenal hari ini di kalangan Muslim, merupakan produk Ilahi. 

Sebagiannya juga merupakan produk dari kondisi-kondisi sosial, bahkan produk dari 

pemaknaan atau manipulasi manusia atas kondisi-kondisi itu. Dengan kata lain, bagi 

mereka, tidak semua syariat itu sakral, tetapi sebagiannya bahkan bersifat profan. 

Dalam hal penegakannya, mereka juga concern terhadap penegakan sy~riat 

Islam, tetapi model syariat yang ingin diperjuangkan tersebut haruslah model rang 

telah didialogkan dengan kondisi-kondisi kekinian dan kesinian. Kesediaan ~n 

kesadaran untuk mendialogkan model-model syariat tersebut sebelum men~tut 

penerapannya di masyarakat, menjadi tolok ukur yang jelas untuk melllbuat 

kategorisasi yang diir.tilahkan dengan kelompok rekonstruksionis. Penjelasan ini juga 

menjadi panduan dalam membuat klasifikasi selanjutnya. Karena itu, bisa saja tqpadi 
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seseorang itu memiliki kecenderungan formalis, tetapi tetap dapat dikategorikan 

sebagai kaum rekonstruksionis, selama kesadaran untuk mempertimbangkan mqdel-

model syariat yang ingin diformalkan tersebut tetap mendapat perhatian yang 

memadai dan semestinya. 

Selain karena secara internal istilah syariat Islam memang mengandung sifat 

ambiguisitas, secara ekstemal, faktor-faktor sosiologis juga dapat menjadi ruj'1ican 

dalam memahami terjadinya dinamika pemikiran umat dalam memahami syariat 

Islam. Secara sosiologis, terdapat lima pusat kehidupan di luar keluarga. Pertama, 

lingkungan pendidikan; kedua, lingkungan pekerjaan; ketiga, masjid; keempat, 

lembaga pengajian dan kelima, organisasi keagamaan.28 Dekat tidaknya atau kuat . 

tidaknya seseorang dengan kelima pusat atau salah satu di antaranya, akan 

menentukan pola pemikiran seseorang. Demikian pula perubahan sistem dari ma$ing-

masing pusat kehidupan di atas j uga akan berpengaruh terhadap perubahan 

pemikiran. 

Di antara kelima pusat kehidupan tersebut di atas, lingkungan kerja dan 

pendidikan jauh lebih kuat menentukan pola pemikiran. Oleh karena itu, ulama xang 

berlatar belakang pendidikan agama dengan sistem otodidak model pesantren ~ulu 

misalnya, cenderung memiliki pandangan yang berbeda dengan sejawat mereka :yang 

dididik dalam model pendidikan Islam modem seperti halnya Perguruan T~nggi 

Islam. Berbanding lurus dengan basis pendidikan tersebut, pilihan mereka pada 

28Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Polilik Santri (Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 
1992), h. 3. 
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syariat Islam, tetapi tuntutan tersebut harus dilengkapi dengan visi dan substansi yang 

baru serta didukung oleh taktik dan strategi yang cerdas. 

Pendekatan baru itu pada dasarnya juga -mencakup perubahan ko:psep 

mengenai makna penegakan syariat Islam secara formal di satu pihak, dan ~lam 

format yang bagaimana syariat itu ingin ditegakkan di pihak lain. Secara aman qapat 

ditafsirkan bahwa syariat Islam yang harus diperjuangkan penegakannya aqa.Iah 

syariat dalam penampilannya yang lebih objektif. Itulah jenis penafsiran syariat rang 

dapat mentransendensikan diri dari kepentingan-kepentingan formalistik, legalistik 

dan eksklusif serta lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang 'ebih 

substantif, integratif, dan inklusif. 

F. Metode Penelitian 

Penetapan metode sebagai rumusan cara-cara tertentu secara sistematis untuk: 

menghadapi dan menggarap sesuatu, dimaksudkan agar kajian ini mencapai sa~aran 

yang dimaksudkan dengan tepat dan terarah. 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk: studi kasus (pase 

study) dan bersifat mencari penjelasan bagaimana format penegakan syariat I~lam 

yang diperjuangkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) ~erta 

berusaha mempelajari respons ulama Sulawesi Selatan terhadap gagasan tersebut, 

Sesuai dengan jenis penelitiannya yang kualitatif, maka karakteristik 

penelitian ini adalah: (a) berlangsung dalam la tar yang alamiah, (b) pef eliti 
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merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama; dan ( c) analisis da~ya 

dilakukan secara induktif. 29 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, karena mengkaji se~uah 

wacana yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Selain digunakan ~tuk 

mengungkapkan rincian wacana, pendekatan historis juga digunakan df1am 

membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi dasar-dasar legiti~asi 

historisnya dari pengalaman masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Pendekatan lain 

yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan 1.\Ptuk 

melukiskan pandangan ulama tentang pelaku-pelaku dan agenda-agenda program Pa.Ii 
• 

gagasan pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan tersebut.30 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 40 minggu, dilakukan ~am 

jangka waktu 12 bulan dengan tiga tahap, sebagai berikut: 

Kesatu : dari 15 Januari s/d 10 Mei 2003 (16 minggu) 

Kedua : dari 1 Juni s/d 10 Agustus 2003 (10 minggu) 

Ketiga : dari 1 September 2003 s/d 10 Desember 2003 (14 minggu) 

2. Data dan sumbemya 

Studi ini pertama-tama mendasarkan diri pada hasil wawancara. Tepnk 

pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung, mendalam dan 

intensif terhadap para ulama dan tokoh-tokoh KP PSI yang menjadi sasaran pene\f tian 

29Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 4-5. 
30Tentang kemungkinan penggunaan pendekatan historis dan sosiologis dalam stucli lslam 

kontemporer, lihat Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition," dalam Leonard Binder (ed.~, The 
Study of The Middle FAst (New York: John Wiley & Sons, 1976); h. 3 5-45. 
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ini. Wawancara-wawancara itu dilakukan secara tidak berstandar (unstandardi;ed 

interview) dan tidak berstruktur (unstructured interview) tetapi berfokus (focused 

interview).31 

Seleksi individu yang menjadi sumber data dilakukan dengan dua cara, yakni: 

(a) Untuk tokoh-tokoh KPPSI digunakan snowball sampling y'1roi 

mengidentifikasikan dan mewancarai orang-orang yang memiliki kompefensi 

dengan data yang dibutuhkan. Mereka yang telah diidentifikasi kemt\dian 

dijadikan sebagai informan guna mengidentifikasi tokoh lain yang juga mellliliki 

otoritas dan pengetahuan yang memadai untuk dimintai informasi. De~kian 

seterusnya sehingga informasi yang didapatkan memiliki kredibilitas dan valif tas 

yang tinggi~ 

(b) Untuk memahami respons dan pandangan ulama, digunakan random sampling 

dengan purposive stratified. Untuk penel itian ini telah dilakukan wawancara 

terhadap 30 ulama sebagai responden. Meskipun menurut data yang ada, jumlah 

ulama di Sulawesi Selatan sekarang ini tercatat 702 orang,32 namum mereka yang 

31 Unstandardized interview (disebut juga unguided atau nondirective interview) a,dalah 
wawancara tanpa suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata serta tata urut yang tetap dan harus 
dipatuhi, meskipun tidak berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. Unstructureff dan 
focused interview ialah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu tet!pusat 
kepada satu pokok yang tertentu. Lihat Koentjaraningrat "Metode-Metode Wawancara", <Jalam 
Koentjaraningrat (ed.), Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetij.lman 
Indonesia, 1973), h. 162-164. · 

32Terdapat kecenderungan yang berbeda di beberapa daerah di Sulawesi Selatan 4ntuk 
melekatkan simbol kyai terhadap seseorang. Pada daerah-daerah tertentu, simbolisasi itu dilakukan 
secara ketat, sehingga hanya benar-benar mereka yang diakui kapasitas keilmuan dan kapabilita,snya 
yang digelari kyai. Sementara pada sebagian daerah yang lain, pemberian gelar kyai tampak dilakpkan 
secara tidak ketat. Bagi mereka yang sering menyampaikan dakwah atau khutbah pun misalnya, sµdah 
digelari kiai. Sebagai implikasinya, data tentang jumlah kyai sebagai tercatat pada Kanwil Departrmen 
Agama Sulawesi Selatan menunju~an angka-angka yang terpaut jauh antara satu daerah dan ~erah 
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betul-betul diakui dengan pemberian gelar anre gurutta kepadanya, jumlahnya 

hanya sekitar 50-an. 

Dari jumlah 50-an itulah, karena keterbatasan waktu dan dana, akhimya 

diciutkan menjadi 30 orang secara random dengan purfosive stratified. Penentuan 

proporsionalnya (to purf<Jse) dilakukan dcngan mempertimbangkan faktor domisili, 

usia, pekerjaan, pendidikan dan kepemimpinannya. 33 Faktor jenis kelamin tidak 

dijadikan pertimbangan, karena dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan tidak 

terdapat ulama (anre gurutta) yang berjenis kelamin wanita, betapapun disadari 
\ 

bahwa sangat mungkin hal itu sebagai bias dari konsepsi budaya patemalistik rang 

selama ini dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itulah, responden 

penelitian ini berasal dari ragam latar belakang yang kompleks. Mereka terdiri dari 

ulama yang mewakili daerah Kabupaten!Kota se Sulawesi-Selatan, ulama Pimpinan 

Pondok Pesantren, ulama yang duduk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Tingkat I maupun Tingkat II se-Sulawesi Selatan, dan ulama pimpinan 

organisasi keagamaan Islam. Penjelasan ini menjadi penting, untuk menggambarkan 

bahwa bagaimana pun pandangan ulama yang menjadi responden penelitian ini, qapat 

diklaim mewakili pandangan ulama Sulawesi Selatan pada umumnya, k~ena 

lain. Akan tetapi, untuk gelar anre gurutta, masyarakat Sulawesi Selatan sangat selektif Qalam 
memberikannya kepada seorang kyai. Karena itu, kapabilitas dan akseptabilitas anre gurutta di 
masyarakat Muslim Sulawesi Selatan tidak bersifat lokal, sehingga di daerah manapun, ketokoh~µmya 
tetap diakui. 

33Yang dimaksud faktor kepemimpinan dalam konteks ini adalah pembagian ulama (anre 
gurutla} antara yang memimpin pesantren dan yang tidak, atau ulama yang memiliki mass~ dan 
mereka yang tidak 'memiliki massa yang riil. 



27 

kapasitas keilmuan dan. kapabilitasnya memang diterima secara umum oleh 

masyarakat Muslim Sulawesi Selatan. 

Untuk penelitian ini, pengumpulan data juga menggunakan penelusuran data 

sekunder. Penelusuran data sekunder dilakukan terhadap berbagai dokumeptasi 

KPPSI, Hasil-Hasil Kongres Umat Islam, tulisan-tulisan pada sejumlah mass m~dia 

yang telah dipublikasikan serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan. 

Di samping itu, digunakan pula metode observasi dengan cara pon

participant. Metode ini terutama dilakukan untuk menjaring data yang berhubuq.gan 

dengan perilaku (kegiatan organisasi) KPPSI. 

3. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari 

po la atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. 34 Dalam melakpkan 

analisa data, peneliti melakukan reduksi data, display data dan verifikasi. Re~uksi 

data merupakan usaha menyederhanakan temuan-temuan dengan cara mengapibil 

intisari data hingga ditemukan tema pokoknya. Display data dilakukan dengan para 

membuat model, tipologi atau tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-b~gian 

detailnya dapat dipetakan denganjelas. Verifikasi berupa tindakan pengujian ter1'adap 

keseluruhan data sehubungan dengan teori yang telah dibangun peneliti sebelun:µiya. 

Analisis data dilakukan pada dua tahap yaitu: (1) pada saat pengumpulan 4ata 

meliputi (a) checking, (b) organizing dan (c) coding~ (2) setelah data terkulppul 

34Nasution, Metode Pe11elitia11 Natura/istik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), h. 114. 
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secara kesduruhan dengan menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis domain 

dengan memisahkan datum berdasarkan saling keterkaitannya dan analisis taksonomi 

yang lebih mengarah pada analisa terfokus. 

Sebagai konsekuensi dari penelitian dengan metode ini, jenis data yang harus 

dicari tidaklah ditentukan di belakang meja ketika rencana penelitian disvsun, 

melainkan ditentukan oleh jenis data yang diperoleh setelah berada di lapangan. Oata 

yang harus dicari pada suatu tingkat sangatlah tergantung kepada data yang telah ada 

pada tingkat sebelumnya. Jenis data yang harus dicari pada hari esok ditentukan pleh 

jenis data yang muncul pada hari ini. Demikian pula dalam proses pengumpulan dan 

anal is is data, ia tidak dilakukan secara bertahap ( dalam arti diselesaikan ter~ebih 

dahulu pengumpulan data seluruhnya baru kemudian dianalisis), tetapi ked~ya 

berjalan seci;tra serempak. Setuap data yang masuk · langsung dianalisis qntuk 

membangun suatu hipotesis, dan hipotesis itu dapat saja jatuh kembali oleh karena 

datangnya data baru yang membatalkannya. 35 Demikianlah seterusnya. 

Kekuatan penelitian dengan cara kerja semacam ini, bahwa data bisa lfbih 

lengkap dan lebih mendalam karena langsung dianalisis, sehingga sesuatu rang 

dianggap sebagai lowongan data akan segera diketahui dan disempurn*an. 

Kelemahan penelitian dengan cara kerja semacam ini terletak pada su4tnya 

menentukan saat yang tepat kapan pengumpulan data harus berhenti, karena hipofesis 

35Konsekuensi ini adalah bagian dari prinsip penelitian atas dasar grounded research. f-ihat 
Barney G. Gieser dan Strauss, The Discovery of Grounded Theory (Chicago: Aldine Publi~hing 
Company, 1974), h. 43 dan 45. ' 
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jatuh bangun dengan datangnya data baru. Oleh karena hipotesis dapat jatuh bangun 

dengan datangnya data baru, maka jadwal penelitian yang telah ditetapkan pada 

akhimya memegang peranan penting dalam hal ini.36 

G. Sistematika Penulisan 

Disertasi ini terdiri atas tujuh bab yang meliputi lima bab pembahasat\ dan 

satu bah pengantar serta satu bab penutup. Pada bab pengantar dijelaskan aspek-a~pek 

metodologis dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusal'\ dan 

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaab pustaka, kerangka t~ori, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab-bab pembahasan meliputi bab kedua yang di dalamnya dikemulqtlcan 

gambaran umum tentang Islam di Sulawesi Selatan, meliputi gambaran teqtang 

sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, umat Islam dalam struktur masya~akat 

di Sulawesi Selatan, integrasi hukum I.slam dengan nilai-nilai yang hidup ~am 

masyarakat Sulawesi Selatan serta kedudukan dan fungsi ulama dalam masyarakat 

Muslim di daerah ini. Dalam hal sejarah masuknya Islam, uraian selain secara wnum 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses masuknya Islam di daerah ini, juga 

terutama diorientasikan untuk menggambarkan bagaimana peran ulama dalam proses 

itu. Begitu pula, uraian ten.tang struktur masyarakat Sulawesi Selatan, akan me:pjadi 

36Dalam hubungannya dengan kesimpulan atau teori yang dihasilkannya, menurut Glaser dan 
Strauss, lahimya suatu kesimpulan atau teori hanyalah suatu "jedah" (a pause) dari suatu proses 
merumuskan teori yang tak pemah berakhir. Dalam hubungan ini ia menulis: ."When generatiqn of 
theory is the aim, however, one is constantly alert to emergent perspective that will change am( helf 
depelov his theory. This perspective can easly of course even on the final day of the sh1dy or when the 
manuscript is reviewed in page prof: so the- published work is not the final one, but only a pause (n the 
never ending process of generation theory''. Lihat ibid., h. 40. 
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dasar pijakan dalam menganalisis bagaimana kondisi obyektif daerah ini :yang 

heterogen, dihadapkan dengan gagasan penegakan syariat Islam yang bersifat 

homogen. Uraian-uraian tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai 

interaksi Islam di Sulawesi Selatan dalam perjalanan sejarahnya untuk mel~cak 

apakah secara historis dan sosiologis upaya penegakan syariat Islam di daer~ ini 

mendapatkan pembenaran fenomenologis ataukah tidak. 

Bab ketiga membahas tentang syariat Islam dalam pemikiran Islam. ~ada 

bagian ini diuraikan kedudukan syariat Islam, paradigma-paradigma pemikiran fang 

selama ini berkembang tentang syariat Islam di kalangan mujtahid, juga teqtang 
I 

dimensi-dimensi syariat Islam. Uraian pada bagian ini dimaksudkan seb~gai 

justifikasi bahwa pemikiran yang berbeda di kalangan umat tentang syariat, buk~ah 

hal baru dalam pemikiran Islam. Ia bahkan berkembang sedemikian jauh, sehi~gga 

pada masa tertentu dari sejarah Islam, syariat diapresiasi oleh umat dalam nt.¥am 

pemikiran yang sangat majemuk. Bagian ini terutama dimaksudkan untuk mewa~ 

fenomena munculnya polarisasi pandangan ulama tentang syariat Islam di Sula~esi 

Selatan. Ini dalam pengertian bahwa adanya polarisasi seperti itu, secara nonratif 

ideologis memang dibenarkan, apalagi secara sosiologis. 

Bagaimana gagasan pokok KPPSI dan basis sosial mereka, dikaji dalam bab 

IV. Pada bagian ini pertama-tama dikemukakan secara deskriptif latar belakang dan 

sejarah berdirinya KPPSI, struktur organisasi, program-program dan ag~nda 

perjuangannya serta dinamika pemikiran yang ada di KPPSI. Adanya dinami1'a di 
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KPPSI sendiri, semakin menguatkan asumsi bahwa tidak pemah ada pandangan yang 

tunggal tentang wacana penegakan syariat Islam. 

Bab V mengulas tanggapan ulama terhadap gagasan tersebut. Pada bagiaµ ini 

dikemukakan dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan dalam perja.4man 

' sejarahnya, kemudian dibahas pandangan ulama terhadap wacana penegakan sy¢at 

Islam. Bagian ini mencakup tiga masalah, yakni pandangan ulama terhadap ide 

penegakan syariat Islam secara kajfah, pandangannya tentang formalisasi model 

KPPSI berupa otonomi khusus, serta pandangannya terhadap proponen pendukung 

KPPSI. Pada bab ini juga diuraikan secara rinci peta pemikiran ulama dengan 

membuat kategorisasi-kategorisasi. Juga dikaji aspek-aspek yang mempeng~ 

perubahan dukungan dan pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam 

di Sulawesi Selatan. Kajian ini ditujukan pada upaya melacak apakah pandang3.1\ dan 

respons ulama tersebut timbul dan dipengaruhi semata-mata karena kecenderungan 

pemikiran, ataukah karena menyadari adanya kendala-kendala dan keterba~

keterbatasan dalam upaya mewujudkannya, ataukah faktor-faktor yang lainnya. Jika 

dalam kenyataannya kemudian temyata faktor kesadaran sosiologis yang 

berpengaruh, maka secara aman kita dapat dikatakan bahwa telah tumbuh kesaqaran 

di kalangan ulama untuk memperjuangkan Islam tidak lagi pada tataran simbolik 

skripturalistik. Apapun alasannya, tumbuhnya kesadaran seperti itu di kalangan U,\ama 

(kyai yang sering di cap sebagai kalangan tradisionalis, patut dijadikan lanqasan 

dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagian ini mengan~ikan 
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tumbuhnya kesadaran kolektif umat Islam Indonesia untuk memperbaharui strategi 

perjuangannya, sehingga sejarah kelabu politik Islam di Indonesia yang bab~ 

sejarahnya banyak diwamai suasana kontra antagonistik, tidak lagi terjadi. 

Bagaimana masa depan penegakan syariat I~lam model KPPSI dikaji ~lam 

bah VI. Di sini diuraikan sejumlah problem yang akan dihadapi KPPSI, baik s~cara 

politis maupun yuridis. Kendal.a itu diperhitungkan dengan mempertimban~an 

kondisi sosial dan politik di Sulawesi Selatan, posisi sosial KPPSI sendiri, dan ~uga 

kendala teknis/yuridis dihadapkan dengan kebijakan negara. Karena meny~ 

besamya kendala yang dihadapi, dengan tetap memberi apresiasi yang tinggi terh~dap 

perjuangan ke arah itu, penulis menyertakan dalam bagian ini upaya rekonstrµksi 

sehingga pembacaan umat terhadap syariat Islam dapat lebih inklusif. Jika pembacaan 

seperti itu diterima, berarti dengan sadar umat Islam telah membuka peluang seb~sar

besamya bagi masa depan tegaknya syariat Islam di negara ini. 

Akhimya basil kajian dalam bah-bah terdahulu dirumuskan dalam bab. VII 

yang merupakan bah penutup dalam mana dikemukakan kesimpulan penelitian inf. 



A. Kesimpulan 

BAB VII 

PENUTUP 

Paparan panjang lebar pada halaman-halaman sebelumnya dimaksudkan untuk -

menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini. Dengan menganalisis sejarah 

kelahiran dan perkembangan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), 

dasar-dasar pemikiran dan agenda perjuangannya, struktur organisasi serta latar 

belakang para proponen pendukungnya, studi ini menunjukkan bahwa kecenderungan 

umat Islam untuk memperjuangkan gagasan penegakan syariat Islam secara legalis

formalistik, temyata tidak pemah pudar. Jika sebelum ini, gaungnya kurang terasa 

maka tampaknya hat tersebut lebih disebabkan karena situasinya yang kurang 

memungkinkan. Karena itu, munculnya era reformasi yang ditandai dengan kekebasan 

menyatakan pendapat, menjadi momentum yang tepat bagi proponen pendukung 

kecenderungan legalis-formalistik untuk kembali menampilkan gagasannya. Dari sisi 

ini, dapat dikatakan bahwa munculnya gagasan seperti itu tebih karena alasan euforia 

di kalangan pendukungnya. Apa yang terjadi dengan KPPSI pun,ttukanlah repolitisasi 

Islam dalam pengertian yang baru, melainkan sekedar reaksi balik dari pengalaman 

politik umat Islam yang sedemikian panjang yang babakan sejarahnya banyak 

menyisakan cerita-cerita muram. Keinginan untuk menegakkan syariat Islam itu 

mendapatkan angin segar dan momentumnya seiring dengan bergulimya era reformasi 
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yang memberi ruang yang begitu bebas bagi bagi setiap orang dan kelompok untuk 

menampilkan gagasan, pemikiran dan gerakannya. 

Pada saat yang sama, gagasan itu dipicu oleh krisis yang melahirkan frustasi 

~ i1 

dan rasa 
1

ketertindasan yang menampakkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar 

penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum elite serta menyebabkan maraknya korupsi, 

kejahatan politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonorni. Pada 

tingkat masyarakat, krisis tersebut berbentuk meningkatnya kriminalitas, pudamya 

solidaritas sosial dan merajalelanya tindak kemaksiatan. Hal itu berdampak secara 

langsung pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang ada yang 

berbasis sekuler. Maka muncullah keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai dan 

sistem altematif yang berbasis Islam. Inilah raison d'etre terpenting dari kebangkitan 

gerakan keagamaan seperti halnya KPPSL 

Walaupun fenomena munculnya keinginan penegakan syariat Islam tersebut 

lebih merupakan reaksi batik atas apa yang terjadi selama ini, ia menghadirkan elemen 

penting dari format politik Islam yang bersifat recurrent. Ini dalam pengertian bahwa, 

pada akhimya persoalan simbol tidak begitu saja dapat diabaikan apal .. ihilangkan. 

Tetapi pada sisi ini pulalah, nilai-nilai kesucian agama dipertaruhkan. Perjuangan dan 

ekspresi simbolik atas nama agama, seringkali dijadikan sebagai media untuk tujuan-

tujuan lain yang sangat mungkin tidak semuanya dimaksudkan untuk 

memperjuangkan nilai-nilai agama seperti yang dijadikan jargon perjuangan. 
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Munculnya KPPSI dengan gagasan penegakan syariat Islam secara formal dan 

kajfah di Sulawesi Selatan, ditanggapi secara beragam oleh ulama yang dalam 

konsepsi masyarakat Muslim setempat digelari dengan anre gurutta. Dari 30 

responden yang diteliti, sebanyak 5 orang (17 %) mendukung gagasan itu sepenuhnya. 

Mereka terutama adalah kelompok ulama sepuh yang lahir pada dckadc 1920-1930-

an. Latar belakang pendidikannya, ditempuh pada jcnjang pendidikan agama model 

pesantren dulu, atau belajar secara otodidak. Adanya ikatan emosional yang kuat 

dengan trend gagasan politik yang pernah muncul pada dekade 1940-1960-an, seakan 

membangkitkan semangat lama untuk kembali memperjuangkan ide terscbut dalam 

iklim kekinian yang lebih terbuka. 

Dukungan mereka tersebut didasari oleh pemahaman mereka tentang watak 

holistik Islam. Ciri pokok yang mendasari pemikiran mereka adalah adanya anggapan 

bahwa doktrin Islam bersifat absolut serta mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai 

dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit yang meliputi semua bidang 

kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi serta mclingkupi scgi-scgi baik individual, 

kolektif maupun masyarakat kemanusiaan umumnya. Karena mereka menganggap 

bahwa pemahamannya sepenuhnya berangkat dari teks dan bersumber dari wahyu, 

maka sebagai konsekuensinya, semua kehidupan harus diresapi dengan norma Islam. 

Dengan demikian, orientasi mereka adalah terwujudnya penerapan doktrin-doktrin 
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Islam sebagai tuntunan Ilahi dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan, 

sehingga terbentuk sistem sosial politik yang menurut mereka benar-benar Islami. 

Sebagian lainnya, sebanyak 25 orang (83 %) tidak sepenuhnya mendukung 

gagasan penegakan syariat Islam model KPPSI itu. froponen pendukung 

kecenderungan ini terutama adalah kalangan anre guru/la gcncrasi baru yang 

umumnya lahir pada dekade t 940-an. Mercka umumnya memang tidak mcmiliki 

ikatan primordial dengan spektrum pemikiran politik lama. Menurut mereka, secara 

ideologis, gagasan penegakan syariat Islam itu scharusnya memang tidak lagi 

diperdebatkan. Tetapi secara sosiologis, syariat memberi ruang yang cukup bagi 

interpretasi yang memadai tentang syariat dalam pcngertian mana dan dengan cara apa 

harus ditegakkan, apalagi menurut mereka, secara substansial syariat Islam selama ini 

bahkan sudah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, meskipun 

diakuinya memang belum secara total. Bagi mereka, tuntutan adanya payung hukum 

berupa otonomi khusus bagi penegakan syariat Islam di Sulawesi Sclatan, tidak perlu 

dijadikan pilihan utama dan bukan sesuatu yang pas dengan kebutuhan umat dewasa 

ini. Mereka bahkan merekomendasikan supaya pcrjuangan penegakan syariat Islam 

itu tidak direduksi maknanya sehingga harus dibatasi pengertiannya pada wilayah 

formal saja. 

Berdasarkan perspektif itu, anre guru/la dengan kecenderungan seperti ini 

rnenyerukan: (1) dipaharninya makna yang lebih 1uas dari istilah penegakan syariat 

Islam, yang dalam pengertiannya yang paling umum mencakup bagian-bagian yang 
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selama ini telah diformalkan~ (2) dirumuskannya program-program, strategi-strategi 

yang dapat menunjang tegaknya syariat Islam, meskipun tidak secara formal 

diundangkan dalam peraturan negara. Keseluruhan pandangan mereka itu jika 

dielaborasi berujung pada pemahaman bahwa upaya penegakan syariat Islam 

semestinya dibangun melalui kesadaran, bukan melalui pemaksaan. Tetapi untuk 

tujuan luhur itu, perlu dikembangkan upaya-upaya secara terencana bagi penyelesaian 

berbagai problem kehidupan umat berdasarkan nilai-nilai universal dari syariat (al

qiyam al-asasiyah). 

Perbedaan mendasar di antara kedua kccenderungan tersebut terletak pada 

adanya keinginan untuk melakukan pembacaan ulang (i 'adah al-qira 'ah) terhadap 

sumber-sumber syariat. Bagi proponen kecenderungan pertama, model-model syariat 

yang dikenal dewasa ini dan telah dipraktekkan scjak zaman Nabi, khulafa al-rtisyidin 

clan generasi selanjutnya hingga kini, harus diterima secara sesuatu yang "taken for 

granted', karena merupakan wahyu Ilahi. Tetapi bagi kelompok anre gurutta yang 

terpola pada kecenderungan yang kedua, model-model syariat yang dikenal dewasa 

ini, sebelum ingin diperjuangkan penegakannya, tcrlebih dahulu harus dikritisi. Bagi 

mereka, tidak semua syariat yang dikenal hari ini di kalangan Muslim, merupakan 

produk Ilahi. Sebagiannya juga merupakan produk dari kondisi-kondisi sosial, bahkan 

produk dari pemaknaan dan atau bahkan pemanipulasian manusia atas kondisi-kondisi 

itu. Dengan kata lain, bagi mereka, tidak semua syariat itu sakral, tetapi sebagiannya 

bahkan bersifat profan. 
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Munculnya kecenderungan ulama di Sulawesi Selatan untuk tidak lagi 

memihak pada pola pemahaman yang eksklusif tentang syariat, secara kategoris 

diistilahkan sebagai kelompok rekonstruksionis. Mereka itu, selain karena referensi 

teologis, juga tampaknya memiliki kesadaran sosiologis yang tinggi. Bagi mereka, 

karena kompleksnya problem yang dihadapi dalam upaya merealisasikan gagasan 

penegakan syariat Islam model KPPSI itu, maka perjuangan seperti itu tidak lagi harus 

diorientasikan pada pemahaman yang skripturalis oriented, tetapi perlu 

direkonstruksi. Rekonstruksi itu dimaksudkan sebagai upaya penekanan pada 

substansiasi dan fungsionalisasi nilai-nilai syariat Islam. Dengan kecenderungan 

pemikiran seperti itu, mereka berharap gagasan penegakan syariat Islam dapat 

dikemas dalam bahasa yang lebih populer, kontekstual dan jauh dari semangat 

ideologis yang ekstrim. Terlepas dari itu semua, mengingat streotype umum yang 

selama ini melekat pada diri anre gurutta yang sering dicitrakan sebagai kelompok 

tradisonil, perubahan sikap tersebut jelas sangat mengejutkan, tetapi sekaligus 

menggembirakan. 

Kemunculan kembali gagasan-gagasan lama memang tidak perlu 

dikhawatirkan. Berubahnya basis komunitas Muslim berkat mobilisasi sosial-ekonomi 

dan politik yang berlangsung cepat, dapat dijadikan ukuran bahwa tidak ada indikasi 

kuat yang menunjukkan bahwa artikulasi Islam politik yang formalistik atau legalistik 

akan memperoleh dukungan sebanyak yang diterimanya pada era liberal tahun 1950-

an. Kecenderungan yang formalistik atau legalistik hanya mungkin mendapatkan 
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dukungan kuat kembali jika rasa ketertindasan, baik secara sosial, ekonomi dan politik 

juga semakin terasa. Tesis ini bahkan dalam perspektif lebih luas dapat menjadi 

penjelasan mengapa perolehan suara Partai-Partai Islam yang secara tegas menjadikan 

jargon penegakan syariat sebagai misinya, tidak dan atau kurang mendapat dukungan 

masyarakat Muslim. Jika ada kcinginan sccara. sadar untuk mcrckonstruksi 

pemahaman umat akan makna syariat dan mcmbawanya sesuai dcngan alur sejarah 

manusia itu sendiri, -bukan justru melepaskannya dari dimensi ruang dan waktu,

maka sesungguhnya penegakan syariat Islam akan memiliki peluang yang sangat 

besar apalagi dalam negara yang memang menganut paham Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dengan keyakinan dan kesadaran bahwa syariat Islam telah dan dapat 

ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka hal itu akan mungkin terjadi jika 

dilakukan dengan memasukkan konfigurasi syariat yang inklusif, mandiri dan terbuka 

melalui proses seleksi metodologis yang aplicah/e dan credible. Langkah ini tentu 

harus dimulai lebih dahulu dengan mcrckonstruksi kctangka cpistcmologis 

masyarakat Muslim itu sendiri dalam pemahamannya terhadap syariat. 

B. Saran 

Jika sesuai misi yang diembannya, KPPSI bermaksud menghimpun potensi 

umat untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan syariat Islam dalam 

pengertiannya yang paling umum, -bukan dalam pengertian yang senng 

disalahtafsirkan-, maka seharusnya sebagai lokomotif perjuangan, KPPSI dapat tampil 

semakin elegant dengan jalan menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat semakin 
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mencitrakannya secara negatif, di tengah kuatnya opini masyarakat bahwa gerakan 

yang menuntut penegakan syariat Islam seringkali distigmakan sebagai bagian dari 

jaringan teroris yang harus selalu dicurigai dan atau bahkan dimusuhi. Dengan 

demikian, kemunculan KPPSI di Sulawesi Selatan yang mengusung gagasan 

penegakan syariat Islam dalam kehidupan bennasyarakat, secara konsepsional dan 

tujuan esensialnya tetap dinilai wajar dan sehat pada batas upayanya memberikan 

jawaban yang memadai dari tradisi mereka, terhadap sejumlah problem sosial, 

ekonomi dan politik yang dihadapi masyarakat Muslim di daerah ini. Wajar pula jika 

umat Islam berusaha menegaskan kembali identitas budaya mereka dan menggali 

kekuatan dalam kepercayaan dan tradisi mereka untuk melawan akar-akar keretakan 

sosial, ketidakberdayaan politik dan problem social-ekonomi lainnya. Kewajaran ini 

berangkat dari hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi siapa saja 

tennasuk kaum Muslim. Premis dasamya adalah hahwa umat Islam bisa 

menggunakan legitimasi hak kolektif untuk mcncntukan nasib scndiri berdasarkan 

warisan tradisi mereka, tennasuk menerapkan hukum Islam dengan catatan tidak 

melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di dalam maupun di 

luar komunitas Islam. 

Dalam konteks pemahaman seperti itu, kemunculan gerakan keislaman yang 

berupaya semakin membumikan ajaran semestinya mendapat dukungan yang 

memadai dari seluruh komponen umat Islam, selama gagasan itu tetap 4idialogkan 

dengan kondisi kekinian dan kesinian. 
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Di luar persoalan dukungan yang proporsional itu, dengan kesadaran akan 

pluralisme internal sebagai kondisi obyektif masyarakat Sulawesi Selatan, maka 

perjuangan ke arah itu memerlukan pemahaman dan strategi yang matang. Kenyataan 

bahwa Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang heterogen, bukan saja merupakan 

sesuatu yang sudah given, namun juga harus diperhitungkan. Karena itu, setiap upaya 

untuk memperjuangkan membuminya ajaran Islam harus selalu memperhitungkan 

kondisi sosial budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan. 

Ide tentang pertumbuhan dan pcrkembangan dalam kontcks ini mengandung 

makna pentingnya pentahapan (tadrij), dalam penerapan ajaran Islam. Dari sudut 

pentahapan ini pula, sesuai dengan ctos gerak yang dinamis dari ajaran Islam itu 

sendiri, tidak ada penyelesaian yang sifatnya "sekali untuk selamanya'' (once fi1r al/) 

atas masalah hidup dan kehidupan yang scnantiasa bergerak dan bcrubah karena 

perubahan masa dan tempat (time and place). Dcngan kesadaran yang demikian, umat 

Islam tidak lagi terjebak dalam absolutisme yang tak terkendali. Dengan itu pula, 

diharapkan umat Islam disertai keyakinan akan kebenaran syariatnya, dapat semakin 

memberi kontribusi yang berarti bagi upaya pcnyelesaian sejumlah persoalan yang 

sedang dihadapi bangsa yang besar ini. 

Pada tempatnyalah untuk menampilkan karekteristik syariat Islam yang 

humanis serta inklusif. Artinya, syariat Islam haruslah diterjemahkan dengan 

mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga inner dinamic-nya sebagai 

hukum untuk manusia yang universal tidak kehilangan konteksnya. Syariat Islam 
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haruslah berpretensi rnensolusikan problernatika kehidupan rnanusia dengan tanpa 

rnelupakan sernangat dan penerapan etika hukumnya. Di tengah pluralitas kultural dan 

kebangsaan, syariat Islam sudah seharusnya tampil dengan orientasi baru, agar 

kesempatan rnendialogkan karakteristik syariat yang kontekstual dengan budaya 

rnasyarakat yang pluralistik tidak rnenjadi artifisial. 

Jika dalam kenyataannya telah tumbuh kcsadaran di kalangan ulama (anre 

guru/la) untuk memperjuangkan Islam tidak lagi pada tataran simbolik skripturalistik, 

maka apapun aiasannya, turnbuh°f1ya kesadaran scpcrti itu di kalangan ulama, patut 

dijadikan landasan dalarn pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagian 

ini mengandaikan tumbuhnya kesadaran kolcktif umat Islam Indonesia untuk 

rnernperbaharui strategi per:iuangannya, sehingga sejarah kelabu politik Islam di 

Indonesia yang babakan sejarahnya banyak diwamai suasana kontra antagonistik,

bukan hanya dengan negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya,- tidak lagi terjadi, 

dengan tetap tidak melupakan panduan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan Islam. 

Dengan konteks pernikiran seperti itu pula, maka peluang -terintemalisasikannya 

syariat Islam dalam kerangka hukum nasional akan semakin terbuka lebar. 
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Lampiran 1 

Menimbang: 

Mengingat 

RAN CAN GAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ••••••• TAHUN 2002 

TENTANG 

OTONOMI KHUSUS 

PEMBERLAKUAN SY ARI' AT ISLAM 

BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menghonnati dan 

melindungi setiap pemeluk agarna untuk menjalankan agarnanya 
masing-masing baik dalarn kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan 

bemegara; 

b. bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan
satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang; 

c. bahwa kehidupan beragarna bagi masyarakat Sulawesi Selatan 

merupakan sistem nilai dan sebagai bagian dari kehidupan 

berdemokrasi, berbangsa dan bemegara; 

d. bahwa semangat kehidupan religius (kehidupan Islarni) masyarakat 

Sulawesi Selatan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dalam 
semua urusan kenegaraan atau pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan 

merupakan suatu kehidupan yang dijarnin oleh Negara Kesatuan 

Rcpublik Indonesia; 

e. bahwa untuk penyelengaraan Pemerintah Daerah yang memerlukan 
adanya jaminan kepastian hukum dalarn melaksanakan segala urusan 
dan hal-hal yang termaktub pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu 

ditetapkan undang-undang untuk pemberian Otonomi Khusus 

pelaksanaan Syari'at lslarn bagi Propinsi Sulawesi Selatan; 

1. Pasal I ayat ( 1 ), Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 18 dan Pasal 18 B ayat ( 1 ), 

Pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 
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2. Ketetapan MPR-Rl No. IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara; 

3. Ketetapan MPR-Rl No.lV/MPR/ 2000 tentang Rekomendasi 

Kebijakan Dalarn Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

4. Ketetapan MPR-Rl No. lV/MPR/2001 Bab l Pasal 1 huruf c tentang 

Etika Kehidupan Berbangsa; 

5. Undang-undang Nomor 28 Tentang KKN; 

6. Undang-undang Nomor 22 Tentang Kepolisian; 

7. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaga Negara Tahun 
1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang, terakhir dengan Undang
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat l 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7); 

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839); 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, 

Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 2951 ); 

11. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung. 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN 

SYARIAT ISLAM BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan 

Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri; 

b. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah Gubemur beserta perangkat lain pemerintah 

sebagai badan eksekutif propinsi Sulawesi Selatan; 

c. Propinsi Sulawesi Selatan adalah Propinsi Daerah Sulawesi Selatan yang diberi otonomi 
khusus untuk pelaksanaan Syari'at Islam dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

d. Otonomi Khusus adalah kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa bemegara berdasarkan ajaran Syari'at Islam yang 

khusus berlaku di Propinsi Sulawesi Selatan; 

e. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek hidup dan kehidupan; 

f. Dewan Ulama adalah lembaga independen yang berfungsi memberi pertimbangan berupa 

fatwa atau nas~hat, baik secara tertulis maupun lisan yang digunakan dalam penetapan 

kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; 

g. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan adalah Gubemur Daerah Otonomi Khusus Sulawesi 

Selatan, sebagai badan eksekutif Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan;. 

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif 

Daerah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan, yang dipilih melalui pemilihan umum; 

i. Mahkamah Syariah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan adalah lembaga peradilan 

berdasarkan syari'at Islam dalam wilayah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan yang 

berlaku untuk pemeluk agama Islam lewat Mahkamah Syari'ah; 
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j. Qanun Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan adalah aturan daerah sebagai 
pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi khusus untuk pelaksanaan Syari' at Islam; 

k. Kabupaten adalah daerah otonom dalam Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh 

Bupati/Wakil Bupati atau nama lain; 

1. Kota adalah daerah otonom dalam Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh 

W alikota/W akil W alikota atau nama lain; 

m. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Camat atau 

nama lain; 

n. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas 
gabungan beberapa dusun yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan 
sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan atau nama lain, yang dipimpin oleh 

Kepala Desa atau nama lain; 

o. Kelurahan adalah perangkat pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten dan Kota, yang 

dipimpin oleb Lurah atau nama lain; 

BAB II 

CIRI DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bercirikan syari'at Islam merupakan pemerintahan 

yang dibangun atas dasar Al-Qur'an dan as-Sunnah; 

(2) Sistem perundang-undangan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berasaskan dan 

bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Pasal 3 

( 1) Perundang-undangan Propinsi Sulawesi Selatan berbentuk Qanun dan atau Peraturan 
Daerah yang materinya sesuai prinsip Islam yang dituangkan dalam Undang-undang ini 

dan atau berbagai ketentuan perundang-undaflgan lainnya; 

(2) Materi muatan pada Otonomi Khusus Propinsi Sulawesi Selatan yang bersumber pada 

perundang-undangan, mempunyai kekhususan yaitu bemafaskan syari'at Islam. 

Pasal 4 

Tujuan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan adalah: 

a. Melaksanakan hukum-hukum Islam dalam semua urusan pemerintahan dan 

kemasyarakatan; 
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b. Melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan Islam; 

c. Melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat dengan sistem yang telah digariskan Al

Qur' an dan as-Sunnah. 

BAB III 

KEWENANGANDAERAH 

Pasal S 

(1) Kewenangan Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan mencakup kewenangan dalam 
seluruh bidang pemerintahan yang menjadi otonominya dan dilaksanakan menurut syari'at 

Islam; 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun 

Propinsi Sulawesi Selatan; 

(3) Qanun Kabupaten dan Kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan menurut syari'at lslam. 

BAB IV 

BADAN LEGISLATIF 

Bagian Pertama 

Legislatif Propinsi 

Pasal 6 

(1) Kekuasaan Legislatif di Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi Jegislasi, 
penganggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah propinsi. 

Pasal 7 

(I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang da1am 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai undang-undang; 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai hak angket dan 
hak mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak penyidikan dan hak inisiatif; 
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(3) Dewan Perwakjlan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan umat; 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur 

lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan. 

Bagian Kedua 

Legislatif Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

Pasal 8 

( 1) Kekuasaan legislatif d.i Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dilaksanakan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota; 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Daerah Kota mempunyai fungsi legislasi, 

penganggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. 

Pasal 9 

(I) Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai wewenang 
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan 

undang-undang; 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai hak angket dan 

hak mengajukan pemyataan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat serta hak imunitas; 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai kewajiban 
untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur 

lebih lanjut dengan Qanun daerah Kabupaten dan daerah Kota. 

BABV 

BADAN EKSEKUTIF 

Bagian Pertama 

Eksekutif Propinsi 

Pasal 10 

(1) Badan ekskutif propinsi dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil 

Gubernur; 
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(2) Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan 

ketentuan, ketentraman clan keamanan di luar yang terkait dengan tugas tekhnis kepplisian 
dan TNI; 

(3) Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan karenajabatannya adalahjuga wakil pemerintah. 

Pasal 11 

(1) Dalam menjalankan tugas clan kewenangan sebagai Gubemur bertanggung jawab kepada 

DPRD Propinsi Sulawesi Selatan; 

(2) Dalam kedudukan sebagai gubernur senantiasa dikontrol langsung oleh Dewan Ulama. 

Pasal 12 

(I) Gubemur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dipilih secara langsung setiap 5 
(lima) tahun sekali dan paling lama dua periode melalui pemilihan yang adil, bebas, rahasia 
serta dilaksanakan secarajujur clan adil; 

(2) Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubemur dan calon Wakil Gubemur 
Propinsi Sulawesi Selatan adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam; 

(3) Syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah: 

a. menjalankan syari'at agama Islam; 

b. setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah; 

c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; 

d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 

lima) tahun; 

e. sehatjasmani dan rohani; 

f. tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; 

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan 

h. tidak pemah dan menjadi warga negara asing. 

(4) Prosedur dan tata cara pemilihan Gubemur akan ditetapkan tersendiri dengan Qanun 

dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-unclangan tentang pemilihan. 

Pasal 13 

(1) Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh 

Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Kornisi Pengawas Pemilihan, yang 
masing-masing dibentuk oleh DPRD Propinsi Sulawesi Selatan; 
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(2) Anggota Komisi Independen dalam Pemilihan terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Sulawesi Selatan dan anggota masyarakat; 

(3) Anggota Komisi Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota DPRD, unsur Pengawas 

Pemilu Nasional dan anggota masyarakat yang independen; 

(4) Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 
yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dalam Qanun (Perda) Propinsi 

Sulawesi Selatan. 

Bagian Kedua 

Eksekutif Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

Pasal 14 

( 1) Badan eksekutif daerah Kabupaten dan daerah Kota dilaksanakan oleh Bupati dan W alikota 

yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan Wakil Walikota; 

(2) Bupati dan Walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan ketentuan, 
ketentraman dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas tekhnis kepolisian; 

(3) Bupati dan Walikota karenajabatannya adalahjuga wakil pemerintah pusat. 

Pasal is 

(1) Dalarn menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Bupati dan Walikota bertanggung 

jawab kepada DPRD Kabupaten dan Kota; 

(2) Dalam kedudukan sebagai Bupati dan Walikota senantiasa dikontrol langsung Dewan 

Ularna Daerah dan DPRD Kabupaten dan Kota. 

Pasal 16 

(1) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau narna lain dilakukan 

sesuai dengan ketentuan pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini; 

(2) Pelaksanaan ketentuan pasal J 2 dan pasal 13 disesuaikan dengan kepentingan pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasaJ ini, kecuali: 

a Penyerahan basil pemiJihan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau nama lain kepada 

Menteri Dalam Negeri; 

b. Pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih oleh Menteri 

Dalam Negeri; dan 

c. Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas 

nama Menteri Dalam Negeri dan pengambilan sumpahnya di lakukan dihadapan Ketua 
Mahkam~ Syari'a11 dalam Sidang Paripuma DPRD Kabupaten/Kota. 
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(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Propinsi Sulawesi 
Selatan. 

BAB VI 

OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN SY ARIA T ISLAM 

Bagian Pertama 

Prinsip Umum 

Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga Propinsi 

Sulawesi Selatan dilaksanakan guna memberlakukan syari'at Islam dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

(2) Penyelenggaraan Otonomi Khusus untuk pelaksanaan syari'at Islam meliputi: 

a. Penyelenggaraan kehidupan beragama; 
b. Penyelenggaraan kehidupan adat istiadat; 
c. Penyelenggaraan bidang pendidikan; 

d. Penyelenggaraan bidang ekonomi dan perdagangan; 
e. Penyelenggaraan Mahkamah Syari 'ah; 

f Peran dan kedudukan Ulama dalam pemerintahan; 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan 

perundangan-undangan dalam bentuk Qanun Propinsi, Kabupaten dan Kota. 

Bagian Kedua 

Agama 

Pasal 18 

(I) Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan diwujudkan 
dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam; 

(2) Pemerintah Sulawesi Selatan mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan kehidupan 
bennasyarakat, sebagaimana pada ayat (I) dengan tetap menjaga kerukunan antar umat 
beragama. 

Bagian Ketiga 

Adat lstiadat 

Pasal 19 

( l) Pemeliharaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Propinsi Sulawesi Selatan 
diwujudkan sesuai dengan syariat Islam; 
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(2) Pemeliharaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana 

pada ayat ( 1) diatur dengan Qanun. 

Bagian Keempat 

Pendidikan 

Pasal 20 

(1) Pendidikan pada prinsipnya diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional; 

(2) Pelaksanaan pendidikan di daerah Propinsi Sulawesi Selatan diatur dan dikembangkan 

melalui Qanun sehingga sesuai syari'at Islam. 

Pasal 21 

( 1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melakukan pengembangan, khususnya pendidikan 

agama pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan; 

(2) Susana pendidikan berdasarkan busana muslim; 

(3) Penyelenggaraan sistem pendidikan sesuai pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

oleh Qanun. 

Bagian Kelima 

Ekonomi dan Perdagangan 

Pasal 22 

( 1) Penyelenggaraan, pengembangan dan pembangunan ekonomi dan perdagangan di Propinsi 

Sulawesi Selatan diatur berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam; 

(2) Penyelenggaraan sebagaimana ayat ( 1) lebih Jan jut diatur oleh Qanun. 

Pasal 23 

( 1) Dewan Ulama bersama eksekutif membentuk Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan 

Syari'ah; 

(2) Tugas Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan Syari'ah memberi pendapat dan 

pertimbangan kepada legislatif khususnya dalam bidang pembuatan Qanun atau keputusan 

Bupati/Walikota yang berkenaan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. 

Pasal 2~ 

(I) Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat ( l) 

dibentuk oleh eksekurif atas pcrsetujuan Legislatif Daerah Propinsi; 

(2) Sadan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

dibentuk oleh badan legislatif bersama eksekutif daerah Kabupaten dan daerah Kota. 



Bagian Keenam 

Mahkamah Syari'ah 

Pasal 25 
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(l) Dewan Ulama, legislatif dan eksekutif membentuk Mahkamah Syari'ah di Propinsi 

Sulawesi Selatan; 

(2) Mahkamah Syari'ah sebagaimana ayat (1) ada di setiap Kabupaten/Kota di Propinsi 

Sulawesi Selatan; 

(3) Struktur dan Kedudukan Mahkamah Syari'ah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini 

diatur dengan Qanun. 

Pasal 26 

( 1) Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan Syari'ah Islam di Propinsi Sulawesi Selatan 

sebagai bagian dari sistem pcradilan nasional; 

(2) Kewenangan Mahkamah Syari' ah didasarkan atas syari' at Islam. yang diatur lebih lanjut 

dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan; 

(3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberlakukan bagi pemeluk 

agama Islam. 

Pasal 27 

Di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan selain Mahkamah Syari'ah Propinsi, Kabupaten dan Kota 

terdapat juga Pengadilan Tinggi untuk propinsi dan Pengadilan Negeri untuk setiap Kabupaten 

dan Kota. 

Pasal 28 

(1) Kewenangan dalam mengadili, Mahkamah Syari'ah Propinsi atau Kabupaten dan Kota 

mencakup semua sengkcta yang subjeknya adalah pemeluk agama Islam; 

(2) Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud 
pada pasal 27 mencakup semua sengketa yang subjeknya seluruhnya non muslim. 

Bagian Ketujuh 

Kedudukan dan Peran Ulama dalam Pemerintahan 

Pasal 29 

(1) Propinsi Sulawesi Selatan membentuk sebuah Dewan yang terdiri dari para ulama; 

(2) Dewan Ulama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ada di setiap Kabupaten/Kota di 

Propinsi Sulawesi Selatan. 
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Pasal 30 

( 1) Dewan Ulama adalah lembaga yang bersifat independen yang berfungsi memberi 

pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan daerah secara terns menerus, termasuk 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan hidup yang Islami; 

(2) Dewan Ulama dalam menjalankan tugasnya membentuk badan-badan pelaksana Dewan 

Ulama; 

(3) Syarat dan tata cara pembentukan badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 

ini diatur dengan Qanun. 

BAB VII 

KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 

Pasal 31 

(1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai 

bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

(2) Kepala Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kebijakan tekhnis kepolisian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) di bidang keamanan; 

(3) Kebijakan mengenai keamanan Propinsi Sulawesi Selatan dikoordinasikan oleh Kepala 

Kepolisian kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan; 

(4) Hal-hal mengenai tugas fungsional Kepolisian di Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud · 

pada ayat ( l) di bidang ketertiban dan ketentrarnan masyarakat diatur lebih lanjut dengan 

Qanun Propinsi Sulawesi Selatan. 

Pasal 32 

Hal-hal mengenai pendidikan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sepanjang 

tidak bertentangan dengan syari'at Islam. 

BAB VIII 

KEJAKSAA~ PROPINSI SULAWESI SELATAN 

Pasal 33 

( 1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh kejaksaan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 
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(2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi, Kepala Kejaksaan 
Negeri Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubemur 
Propinsi Sulawesi Selatan; 

(3) Hal-ha! mengenai tugas tekhnis Kejaksaan Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan syari'at Islam. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal34 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan 
undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku di Propinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi 
Selatan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 

( 1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah menurut syari'at Islam; 

(2) Ketentuan pel8ksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah 

Propinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan. 

Pasal 36 

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini secara bertahap harus telah dibentuk paling larnbat 
dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diumumkan. 

Pasal 37 

Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Ulama Propinsi Sulawesi Selatan. 

Pasal 38 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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A. UM U 1\1 
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RANCANGAN PENJELASAN 

RAN CAN GAN 
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TENT ANG 

OTONOMI KllUSUS PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM 

BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN 

I. Dasar Pemikiran 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan Indonesia sebagai 

Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dengan memberi keleluasaan 

daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah termasuk memanfaatkan dan 

mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara 

dalam masyarakat suatu dacrah. Hal dimaksud dijamin pada pasal 18 ayat (1) dan 

pasal 18 B ayat (I ) yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pcmcrintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang. 

Dengan demikian UUD 1945 menjadi landasan konstitusional diterapkannya 

Otonomi Khusus pelaksanaan atau pemberlakuan syari'at Islam di Sulawesi 

Sclatan. Hal ini juga diamanatkan pada Tap MPR RI Nomor XV/MPR/I998 dan 
Tap MPR RI Nomor \'l/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

b. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Pemberlakuan 

Syari~t Islam Bagi Propinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang ini lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan bercirikan syari'at Islam. 

c. Berdasarkan ketentuan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/200 I dan TAP MPR RI 

Nomor XV/MPR/I998, maka penyelenggaraan Otonomi Khusus dilaksanakan 

dengan kewenangan daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemanfaatan sumber 

daya daerah dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat yang 

berkeadilan dengan memanfaatkan potensi sesuai dengan nilai-nilai yang 

berkembang di masyarakat (syari'at Islam). 
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d. Undang-undang 1111 mendorong pemberdayaan masyarakat, menwnbuhkan 

prakarsa dan krcatifitas sesuai dengan sistem nilai di masyarakat, untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat, memberi peran dan fungsi Dewan Ulama di 

samping DPRD. Oleh karena itu Otonomi Khusus di Sulawesi Selatan memberi 

kewenangan pengaturan dan pemberlakuan syari'at Islam. 

e. Otonomi Khusus pcmberlakuan syari'at Islam memberi kewenangan dan 

keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan berupa Qanun atau 

Kcputusan Kcpala Dacrah mcnurut prakarsa dan aspirasi masyarakat bcrdasarkan 

syari'at Islam. 

f. Pemberian otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam di Sulawesi Selatan 

dilakukan dengan pertimbangan: 

I. Untuk memelihara keserasian hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah 

dan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

2. Secara historis, syari'at Islam telah berlaku dan berjalan dengan baik di daerah 

Sulawesi Selatan sejak abad 17-19 M. Namun pemberlakuan itu dihentikan 

oleh kolonial Bclanda sejak masuknya di Sulawesi Seiatan, disusul dalam era 

ke1~erdekaan Rl hingga sekarang; 

3. Sejarah mencatat pula Kongres Pembangunan Masyarakat Islam yang 

berlangsung di Malino, tanggal 7-11 Desember 1957 yang disponsori oleh Raja 

Gowa, Pimpinan AD KDMSST dan Gubemur Militer Sulawesi Selatan 

Tenggara, yang bermaksud untuk menegakkan syari'at Islam di tengah 

masyarakat Sulawesi Selatan dan Tenggara; 

4. Masyarakat Sulawesi Selatan utamanya suku Bugis, Makassar dan Mandar 

sejak lama terkenal sebagai suatu komponen bangsa Indonesia yang amat kuat 

berpegang teguh pada ajaran agama Islam sebagaimana daerah-daerah lain, 

seperti Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, 

Banten, sehingga Sulawesi Selatan dikenal sebagai Serambi Madinah; 

5. Masyarakat Sulawesi Selatan sadar sesadarnya bahwa kini di era reformasi 

sudah tiba saatnya untuk mengambil syari'at Islam sebagai altematif. 

Masyarakat Sulawesi Selatan merasakan bahwa sejak kemerdekaan hingga 

sekarang sistem yang diberlakukan dalam penyelenggaraan negara sangat tidak 

memuaskan dan tidak memberikan ketentraman serta kesejahteraan, sehingga 

dipt:rlukan jalan keluar sesegera mungkin; 

6. Aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat kuat ini amat perlu 

disambut baik oleh pemerintah, sebab merupakan sebuah upaya untuk 

memelihara dan mempertahankan NKRI dan aspirasi ini dijalankan secara 

damai dan konstitusional. Kalau tidak, maka suara-suara atau aspirasi yang 
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ingin memisahkan diri nantinya bisa semakin membesar bagaikan bola salju 

dan lama kelamaan semakin tidak mudah wituk diatasi; 

7. Pemberian Otonomi Khusus dengan pemberlakuan syari'at Islam merupakan 

solusi tepat sekaligus menjadi alat perekat bangsa dan merupakan sebuah usaha 

wituk memperluas partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan dalam membangwi 

bangsa khususnya di Sulawesi Selatan; 

g. Dengan memperhatikan pelaksanaan Otoda selama ini yang didasarkan pada asas 

desentralisasi tanpa memberi keleluasaan mengembangkan hukurn dengan syari'at 

Islam, menjadi petunjuk nyata pentingnya pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi 
Selatan, untuk lebih mewujudkan maksud penggwiaan asas desentralisasi; 

h. Tujuan pemberian Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam adalah 
mcningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan 
demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara 

pusat dan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang penduduknya agamis sebagai 
sarana melanggengkan keutuhan NKRI; 

1. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Khusus di Sulawesi Selatan adalah: 

1. Penyelenggaraan didasarkan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan 
dan kesejahteraan yang bernafaskan syari' at Islam; 

2. Pelaksanaan Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam di dasarkan pada 

otonomi seluas-luasnya yang bertanggungjawab sesuai prinsip syari'at Islam; 

3. Pelaksanaan Otonomi Khusus lebih meningkatkan kemandirian sehingga 
Propinsi, Kabupaten dan Kota berwenang mengatur pelaksanaan syari'at Islam 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

J. Pelaksanaan Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam di Sulawesi Selatan 
harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif serta Dewan 
Ulama untuk memberlakukan syari'at Islam. 

II. Pembagian Daerah 

Sesuai dengan jiwa pasal 18 dan pasal 18 B UUD 1945, maka penyusunan Undang
widang ini didasarkan pada pokok pikiran sebagai berikut : 

a. Berdasarkan sistem pemerintahan menurut UUD 1945, maka prinsip pembagian 
kewenangan didasarkan pada asas desentralisasi dalam kerangka NKRI; 

b. Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang ini yang didasarkan asas 

desentralisasi adalah daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota; 

c. Untuk Kabupaten dan Kota berlaku asas dekonsentrasi terhadap propinsi di 
samping asas desentralisasi. 
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Ill. Pr_insip Penyelenggaraan Otonomi Khusus 

a. Digunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi; 

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi seluas-luasnya dilaksanakan di propinsi; 

c. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dilaksanakan di daerah 

Kabupaten dan Kota; 

d. Selain butir a, b dan c, berlaku prinsip sebagaimana pada Undang-undang No. 22 
Tahun 1999 sejauh tidak bertentangan dengan prinsip a, b dan c tersebut di atas. 

IV. Susunan Pemerintahan Daerah, Hak-Hak DPRD dan Dewan Ulama 

a. Susunan pemerintahan dan hak-hak DPRD berlaku ketentuan Undang-undang No. 

22 Tahun 1999, sejauh tidak bertentangan dengan point I s/d III; 

b. Kedudukan Dewan Ulama adalah partner dan setara dengan DPRD dalam struktur 

pemerintahan baik Propinsi, Kabupaten dan Kota; 

c. Dewan Ulama berwenang: 

1. Bersama dengan DPRD membuat produk legislatif; 

2. Memberi pertimbangan kepada eksekutif dalam menjabarkan dan 

melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan; 

3. Sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan; 

4. Memberi saran dan pendapat terhadap pertanggung jawaban kepada Gubemur, 

Bupati dan Walikota 

B. Pasal demi Pasal 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Ayat(l) 

Pemerintahan yang dibangun atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah adalah 

pcmerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi prinsip 

ummat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar 

pcmeluk agama, pertahanan, hidup bertetangga, tolong menolong dan membela 

yang lemah dan tcraniaya. perdamaian, musyawarah, keadilan, pelaksanaan 

hukum, kepemimpinan, ketakwaan, amar ma'ruf dan nahy munkar. 

Ayat (2) 

C'ukup jelas 
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Pasal 3 

Ayat (I) 

Ketentuan perundang-undangan lainnya adalah berbentuk keputusan-keputusan 

Kepala Daerah untuk melaksanakan Qanun (Perda) yang bersifat mengatur dan 

merupakan subsistem hukum menurut hukum positif dan syari'at. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal -I, 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2.) 

Pelaksanaan fungsi DPRD propinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan menurut 

peraturan perundangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan syari'at Islam. 

Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, dan 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Propinsi 

Sulawesi Selatan dilakukan guna mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan 

bennasyarakat. Hal mana berlaku juga bagi daerah kabupaten dan daerah kota 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga 

Kabupaten dan Kota. 

Ayat (2) 

Penyelenggaraan Oto no mi Khusus untuk pelaksanaan syari' at ls lam sebagaimaan 
dimaksud pada huruf a, s/d huruf f ayat ini berlaku juga bagi daerah Kabupaten dan 
daerah Kota. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 
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Cukupjelas 

Pasal 22 

Ayat (1) 
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Pembangunan ekonomi dan perdagangan di Propinsi Sulawesi Selatan diatur 

dcngan nilai-nilai syari'at Islam 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 23, 24, 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Ayat ( l) dan (2) cukup jelas 

Ayat (3) 

Pt:mbentukan Mahkamah Syari'ah dengan Qanun dilakukan oleh pemerintah 

daerah propinsi untuk Mahkamah Syari'ah Propinsi Sulawesi Selatan dan untuk 

Mahkamah Syari'ah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Propinsi Sulawesi 

Selatan dibentuk deng.an Qanun oleh pemerintah daerah Kabupaten dan daerah 

Ko ta. 

Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 

Cukup jelas 

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 2002 NOMOR ••••••• ) 
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: Belum menikah 

: l 981-1987 di Pinrang Sul-Sel 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ponpes DOI Pusat 

Kaballangan Pinrang Sul-Sel, 1987-1990 

: Madrasah Aliyah (MA) Ponpes DDI Pusat Kaballangan 

Pinrang Sul-Sel, 1990-1993 

: Fak. Syariah IAIN Alauddin Makassar Jurusan Jinayah 

Siyasah, 1993-1997 

: PPS IAIN Alauddin Makassar, Konsentrasi Hadis-

Syariah, 1998-2000 

: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001-2004 

1. Dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar, 1999-2001 

2. Asisten Dosen pada IAIN Alauddin Makassar, 2000-2001. 
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IV. Karya Tulis dan Penelitian 

l. Tinjauan Kritis tentang Konsep al-'Itq dalam PerspektifHukum Islam, Skripsi 

Sl, 1997. 

2. Konsep Qath'iy dan Zhanny Sunnah serta Implikasinya dalam Penetapan 

Hukum Islam, Tesis, 2000 

3. Rckonstruksi Syariat Islam (Kajian tentang Pandangan Ulama terhadap 

Gagasan Penegakan Syariat Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan), Disertasi;, · 

2004. 

4. Dalam kurun waktu 1998-2003, menulis sejumlah makalah daiam rangka 

tugas akademik, baik di PPS IAIN Alauddin Makassar maupun PPS UIN 

Y ogyakarta. 

V. Prestasi Akademik 

l. Alumni Terbaik Fak. Syariah pada Wisuda periode Nopember 1997. 

2. Alumni Tercepat I dan Terbaik II pada Wisuda PPS IAIN Alauddin Makassar 

periode Agustus 2000. 

3. Penerima beasiswa Ditbinperta Depag kerjasama dengan PPS IAIN Alauddin 

Makassar 1998-2000. 

4. Penerima beasiswa Ditbinperta Depag kerjasama dengan PPS UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2001-2003. 
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